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SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

atas limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Kompilasi Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,  beserta 

Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana dan Pertimbangan 
Hukum Mahkamah Konstitusi “ ini dapat terselesaikan dengan baik.  

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung 

(supporting system) dalam pelaksanaan fungsi DPR RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 

413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2019. Dukungan keahlian diberikan oleh Badan Keahlian meliputi 

pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan. Dukungan tersebut dilaksanakan oleh lima Pusat sebagaimana diatur 

dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dalam rangka 

mendukung fungsi pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan 

undang-undang dan pemantauan dan peninjauan undang-undang, Badan Keahlian 

melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menyusun Kompilasi 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta dengan 
UU Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi 

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, 

khususnya bagi Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, 
kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. 

 

Jakarta,    Maret 2024 

Kepala Badan Keahlian, 
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KATA PENGANTAR 
 

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 

20A ayat (1)  UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran 

dan fungsi pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk 

mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. 

Salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan 

pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.  

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, Sekretariat 

Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menjalankan 

fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan menginventarisir peraturan-

peraturan pelaksana yang diamanatkan.  

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

(selanjutnya disebut UU Migas), yang menjadi landasan untuk pengelolaan minyak dan 

gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan dikuasai 

oleh negara agar pengelolaannya secara maksimal memberikan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat; 

Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Migas beserta undang-undang 

perubahannya yang terdiri dari batang tubuh undang-undang, daftar peraturan 

pelaksana undang-undang, penjelasan undang-undang dan pertimbangan hukum 

Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. 

Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memberikan masukan untuk 

pembahasan dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, 

serta dapat memberikan informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya. 

 

 

Plt. Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

 

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. 
NIP.197111111996031001 
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANA  
 

No. Pasal Peraturan Pelaksana Catatan 

1.  Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2002 tentang Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi 

Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2002 
tentang Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 
mengatur substansi Pasal 
4 ayat (3) meskipun Pasal 
4 ayat (3) tidak 
mengamanatkan 
Peraturan Pemerintah 

2.  Pasal 8  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

 

3.  Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Bumi 

 

4.  Pasal 8 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor  49 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 
2002 tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 

 

5.  Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

 

6.  Pasal 19 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

 

7.  Pasal 20 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

 

8.  Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

 

9.  Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

 

10.  Pasal 29 ayat 2 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak 
dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2005 
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tentang Pedoman Pemanfaatan 
Bersama Fasilitas Pengangkutan dan 
Penyimpanan Bahan Bakar Minyak 
Serta Fasilitas Penunjangnya Milik 
Badan Usaha 

11.  Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir 
Minyak dan Gas Bumi 

 

12.  Pasal 31 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

 

13.  Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

 

14.  Pasal 40 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 
2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

 

15.  Pasal 41 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2002 tentang Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi 

Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2002 
tentang Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 
mengatur substansi Pasal 
41 ayat (2) meskipun 
Pasal 41 ayat (2) tidak 
mengamanatkan 
Peraturan Pemerintah 

16.  Pasal 41 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor  49 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 
2002 tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 

Peraturan Pemerintah 
Nomor  49 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 67 Tahun 2002 
tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan 
Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak Dan 
Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa mengatur 
substansi Pasal 41 ayat 
(3) meskipun Pasal 41 
ayat (3) tidak 
mengamanatkan 
Peraturan Pemerintah 

17.  Pasal 43 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2002 tentang Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 
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Hulu Minyak dan Gas Bumi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 
Hilir Minyak dan Gas Bumi; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor  49 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 67 
Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan Pendistribusian 
Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan 
Usaha Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa 

18.  Pasal 44  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 
2002 tentang Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi 

Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2002 
tentang Badan Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi 
mengatur substansi Pasal 
44 meskipun Pasal 44 
tidak mengamanatkan 
Peraturan Pemerintah 

19.  Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor  49 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 
2002 tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 

Peraturan Pemerintah 
Nomor  49 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 67 Tahun 2002 
tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan 
Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak Dan 
Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa mengatur 
substansi Pasal 46 
meskipun Pasal 46 tidak 
mengamanatkan 
Peraturan Pemerintah 

20.  Pasal 47  Peraturan Pemerintah Nomor  49 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 
2002 tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 

Peraturan Pemerintah 
Nomor  49 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 67 Tahun 2002 
tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan 
Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak Dan 
Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa mengatur 
substansi Pasal 47 
meskipun Pasal 47 tidak 
mengamanatkan 
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Peraturan Pemerintah 

21.  Pasal 47 ayat 5 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 
2002 tentang Pembentukan Badan 
Pengatur Penyediaan Dan 
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak 
Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 
Bumi Melalui Pipa 

 

22.  Pasal 48  Peraturan Pemerintah Nomor  49 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 
2002 tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa 

Peraturan Pemerintah 
Nomor  49 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 67 Tahun 2002 
tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan 
Pendistribusian Bahan 
Bakar Minyak Dan 
Kegiatan Usaha 
Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa mengatur 
substansi Pasal 48 
meskipun Pasal 48 tidak 
mengamanatkan 
Peraturan Pemerintah 

23.  Pasal 48 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2019 tentang Besaran dan Penggunaan 
Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan 
Usaha Penyediaan dan Pendistribusian 
Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan 
Gas Bumi Melalui Pipa 

 

24.  Pasal 49 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 
Tahun 2002 tentang Badan 
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 
Hilir Minyak dan Gas Bumi; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor  49 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 67 
Tahun 2002 tentang Badan Pengatur 
Penyediaan Dan Pendistribusian 
Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan 
Usaha Pengangkutan Gas Bumi 
Melalui Pipa 
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PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MAHKAMAH KONSTITUSI 
 

• Pasal 1 angka 23 

• Pasal 4 ayat (3) 

• Pasal 11 ayat (1) sepanjang Frasa “dengan Badan Pelaksana”  

• Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang” 

• Pasal 20 ayat (3) sepanjang frasa “melalui Badan Pelaksana”  

• Pasal 21 ayat (1) sepanjang frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana 

dan”  

• Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak” 

• Pasal 28 ayat (2)  

• Pasal 28 ayat (3)   

• Pasal 41 ayat (2) 

• Pasal 44 

• Pasal 45 

• Pasal 48 ayat (1) 

• frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 

• Pasal 59 huruf a 

• Pasal 61 

• Pasal 63 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 22 TAHUN 2001  

TENTANG  

MINYAK DAN GAS BUMI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada 

terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di 

segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;   

b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam 

strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta 

merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang 

banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian 

nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal 

memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;  

c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan 

penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada 

pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;  

d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 

Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban 

Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;  

e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional 

maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan 

perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi 

yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang 

mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan 

pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi 

dan peranan nasional; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta 
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untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah 

pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan 

minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Minyak dan Gas Bumi;  

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); 

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-

Undang Dasar 1945;  

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; 

Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional 

yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

 

Dengan persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

UU MIGAS UU 6/2023  

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud 

dengan:  

1. Minyak Bumi adalah hasil proses 

alami berupa hidrokarbon yang 

dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa cair 

atau padat, termasuk aspal, lilin 

mineral atau ozokerit, dan bitumen 

yang diperoleh dari proses 

penambangan, tetapi tidak termasuk 

batubara atau endapan hidrokarbon 

lain yang berbentuk padat yang 

Dalam Undang-Undang ini yang 

dimaksud dengan:  

1. Minyak Bumi adalah hasil proses 

alami berupa hidrokarbon yang 

dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa cair 

atau padat, termasuk aspal, lilin 

mineral atau ozokerit, dan bitumen 

yang diperoleh dari proses 

penambangan, tetapi tidak termasuk 

batubara atau endapan hidrokarbon 

lain yang berbentuk padat yang 

diperoleh dari kegiatan yang tidak 
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UU MIGAS UU 6/2023  

diperoleh dari kegiatan yang tidak 

berkaitan dengan kegiatan usaha 

Minyak dan Gas Bumi;  

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami 

berupa hidrokarbon yang dalam 

kondisi tekanan dan temperatur 

atmosfer berupa fasa gas yang 

diperoleh dari proses penambangan 

Minyak dan Gas Bumi; 

3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak 

Bumi dan Gas Bumi;  

4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan 

bakar yang berasal dan/atau diolah 

dari Minyak Bumi;  

5. Kuasa Pertambangan adalah 

wewenang yang diberikan Negara 

kepada Pemerintah untuk 

menyelenggarakan kegiatan 

Eksplorasi dan Eksploitasi;  

6. Survei Umum adalah kegiatan 

lapangan yang meliputi 

pengumpulan, analisis, dan penyajian 

data yang berhubungan dengan 

informasi kondisi geologi untuk 

memperkirakan letak dan potensi 

sumber daya Minyak dan Gas Bumi di 

luar Wilayah Kerja;  

7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan 

usaha yang berintikan atau bertumpu 

pada kegiatan usaha Eksplorasi dan 

Eksploitasi;  

8. Eksplorasi adalah kegiatan yang 

bertujuan memperoleh informasi 

mengenai kondisi geologi untuk 

menemukan dan memperoleh 

perkiraan cadangan Minyak dan Gas 

Bumi di Wilayah Kerja yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi. 

2. Gas Bumi adalah hasil proses alami 

berrrpa hidrokarbon yang dalam 

kondisi tekanan dan temperatur 

atmosfer berupa fasa gas yang 

diperoleh dari proses penambangan 

Minyak dan Gas Bumi. 

3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak 

Bumi dan Gas Bumi. 

4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan 

bakar yang berasal dan/atau diolah 

dari Minyak Bumi.  

5. Kuasa Pertambangan adalah 

wewenang yang diberikan negara 

kepada Pemerintah Pusat untuk 

menyelenggarakan kegiatan 
Eksplorasi dan Eksploitasi.  

6. Survei Umum adalah kegiatan 

lapangan yang meliputi 

pengumpulan, analisis, dan penyajian 

data yang berhubungan dengan 

informasi kondisi geologi untuk 

memperkirakan letak dan potensi 

sumber daya Minyak dan Gas Bumi di 

luar Wilayah Kerja.  

7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan 

usaha yang berintikan atau bertumpu 

pada kegiatan usaha Eksplorasi dan 

Eksploitasi.  

8. Eksplorasi adalah kegiatan yang 

bertujuan memperoleh informasi 

mengenai kondisi geologi untuk 

menemukan dan memperoleh 

perkiraan cadangan Minyak dan Gas 

Bumi di Wilayah Kerja yang 

ditentukan.  

9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan 

yang bertujuan untuk menghasilkan 

Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah 

Kerja yang ditentukan, yang terdiri 



 

 

14|  PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

 

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I 

V2022 

UU MIGAS UU 6/2023  

ditentukan;  

9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan 

yang bertujuan untuk menghasilkan 

Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah 

Kerja yang ditentukan, yang terdiri 

atas pengeboran dan penyelesaian 

sumur, pembangunan sarana 

pengangkutan, penyimpanan, dan 

pengolahan untuk pemisahan dan 

pemurnian Minyak dan Gas Bumi di 

lapangan serta kegiatan lain yang 

mendukungnya;  

10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan 

usaha yang berintikan atau bertumpu 

pada kegiatan usaha Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan, 

dan/atau Niaga;  

11. Pengolahan adalah kegiatan 

memurnikan, memperoleh bagian-

bagian, mempertinggi mutu, dan 

mempertinggi nilai tambah Minyak 

Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak 

termasuk pengolahan lapangan;  

12. Pengangkutan adalah kegiatan 

pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, 

dan/atau hasil olahannya dari 

Wilayah Kerja atau dari tempat 

penampungan dan Pengolahan, 

termasuk pengangkutan Gas Bumi 

melalui pipa transmisi dan distribusi;  

13. Penyimpanan adalah kegiatan 

penerimaan, pengumpulan, 

penampungan, dan pengeluaran 

Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;  

14. Niaga adalah kegiatan pembelian, 

penjualan, ekspor, impor Minyak 

Bumi dan/atau hasil olahannya, 

termasuk Niaga Gas Bumi melalui 

atas pengeboran dan penyelesaian 

sumur, pembangunan sarana 

Pengangkutan, Penyimpanan, dan 

Pengolahan untuk pemisahan dan 

pemurnian Minyak dan Gas Bumi di 

lapangan serta kegiatan lain yang 

mendukungnya.  

10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan 

usaha yang berintikan atau bertumpu 

pada kegiatan usaha Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan, 
dan/atau Niaga. 

11. Pengolahan adalah kegiatan 

memurnikan, memperoleh bagian-

bagian, mempertinggi mutu, dan 

mempertinggi nilai tambah Minyak 

Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak 

termasuk Pengolahan lapangan.  

12. Pengangkutan adalah kegiatan 

pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, 

dan/atau hasil olahannya dari 

Wilayah Kerja atau dari tempat 

penampungan dan Pengolahan, 

termasuk Pengangkutan Gas Bumi 
melalui pipa transmisi dan distribusi.  

13. Penyimpanan adalah kegiatan 

penerimaan, pengumpulan, 

penampungan, dan pengeluaran 

Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.  

14. Niaga adalah kegiatan pembelian, 

penjualan, ekspor, dan/atau impor 

Minyak Bumi dan/atau hasil 

olahannya, termasuk niaga Gas Bumi 
melalui pipa.  

15. Wilayah Hukum Pertambangan 

Indonesia adalah seluruh wilayah 

daratan, perairan, dan landas 

kontinen Indonesia.  

16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu 

di dalam Wilayah Hukum 

Pertambangan Indonesia untuk 
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pipa;  

15. Wilayah Hukum Pertambangan 

Indonesia adalah seluruh wilayah 

daratan, perairan, dan landas 

kontinen Indonesia;  

16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu 

di dalam Wilayah Hukum 

Pertambangan Indonesia untuk 

pelaksanaan Eksplorasi dan 

Eksploitasi;  

17. Badan Usaha adalah perusahaan 

berbentuk badan hukum yang 

menjalankan jenis usaha bersifat 

tetap, terus-menerus dan didirikan 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta bekerja 

dan berkedudukan dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan 

usaha yang didirikan dan berbadan 

hukum di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang 

melakukan kegiatan di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan wajib mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di 

Republik Indonesia;  

19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak 

Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja 

sama lain dalam kegiatan Eksplorasi 

dan Eksploitasi yang lebih 

menguntungkan Negara dan hasilnya 

dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat;  

20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan 

kepada Badan Usaha untuk 

melaksanakan Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan 

pelaksanaan Eksplorasi dan 
Eksploitasi.  

17. Badan Usaha adalah perusahaan 

berbentuk badan hukum yang 

menjalankan jenis usaha bersifat 

tetap, terus-menerus, dan didirikan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta bekerja 

dan berkedudukan dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

18. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan 

Usaha yang didirikan dan berbadan 

hukum di luar wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang 

melakukan kegiatan di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dan wajib mematuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan di 
Republik Indonesia.  

19. Kontrak Kerja Sama adalah kontrak 

bagi hasil atau bentuk kontrak kerja 

sama lain dalam kegiatan Eksplorasi 

dan Eksploitasi yang lebih 

menguntungkan negara dan hasilnya 

dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

20. lzin Usaha adalah izin yang diberikan 

kepada Badan Usaha untuk 

melaksanakan Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan, 

dan/atau Niaga dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dan/atau 

laba.  

21. Pemerintah Pusat adalah Presiden 

Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan 

pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil 

Presiden dan menteri 

sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  
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dan/atau Niaga dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dan/atau 

laba;  

21. Pemerintah Pusat, selanjutnya 

disebut Pemerintah, adalah 

perangkat Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang terdiri dari Presiden 

beserta para Menteri;  

22. Pemerintah Daerah adalah Kepala 

Daerah beserta perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan 

Eksekutif Daerah;  

23. Badan Pelaksana adalah suatu badan 

yang dibentuk untuk melakukan 

pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di 

bidang Minyak dan Gas Bumi; 1 

24. Badan Pengatur adalah suatu badan 

yang dibentuk untuk melakukan 

pengaturan dan pengawasan 

terhadap penyediaan dan 

pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha 

Hilir; 

25. Menteri adalah menteri yang bidang 

tugas dan tanggung jawabnya 

meliputi kegiatan usaha Minyak dan 

Gas Bumi. 

 

22. Pemerintah Daerah adalah kepala 

daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah 

otonom. 

23. Dihapus.  

24. Badan Pengatur adalah suatu badan 

yang dibentuk untuk melakukan 

pengaturan dan pengawasan 

terhadap penyediaan dan 

pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

dan Gas Bumi serta Pengangkutan 

Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan 

Usaha Hilir.  

25. Menteri adalah menteri yang 

menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Minyak dan 
Gas Bumi.  

 

BAB II 
AZAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-

undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, 

                                                        
1 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 1 angka 23 UU Migas bertentangan dengan UUD 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:  

a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan 

Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan 

berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak 
terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; 

b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, 

Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan 

melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;  

c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik 

sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam 

negeri;  

d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu 
bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;  

e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-

besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat 

posisi industri dan perdagangan Indonesia;  

f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

 

BAB III 
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN 

Pasal 4 

UU MIGAS  UU 6/2023  

(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai 

sumber daya alam strategis tak 

terbarukan yang terkandung di 

dalam Wilayah Hukum 

Pertambangan Indonesia 

merupakan kekayaan nasional yang 

dikuasai oleh negara. 

(2) Penguasaan oleh negara 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diselenggarakan oleh 

Pemerintah sebagai pemegang 

(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai 
sumber daya alam strategis tak 
terbarukan yang terkandung di 
dalam Wilayah Hukum 
Pertambangan Indonesia merupakan 
kekayaan nasional yang dikuasai 
oleh negara.  

(2) Penguasaan oleh negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan oleh Pemerintah 
Pusat melalui kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi.  

(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas 
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Kuasa Pertambangan.  

(3) Pemerintah sebagai pemegang 

Kuasa Pertambangan membentuk 

Badan Pelaksana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.2 

Bumi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas Kegiatan 
Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha 
Hilir. 

 

Pasal 5 

UU MIGAS  UU 6/2023  

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi 

terdiri atas:  

1. Kegiatan Usaha Hulu yang 
mencakup:  

a. Eksplorasi;  

b. Eksploitasi.  

2. Kegiatan Usaha Hilir yang 

mencakup: 

a. Pengolahan;  

b. Pengangkutan;  

c. Penyimpanan;  

d. Niaga.  

(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas 
Bumi dilaksanakan berdasarkan 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah 
Pusat.  

(2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas 
Bumi terdiri atas:  
a. Kegiatan Usaha Hulu; dan  
b. Kegiatan Usaha Hilir.  

(3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a 
terdiri atas:  
a. Eksplorasi; dan  
b. Eksploitasi.  

(4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b 
terdiri atas:  
a. Pengolahan;  
b. Pengangkutan;  
c. Penyimpanan; dan  
d. Niaga. 

 

Pasal 6 

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan 

dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 angka 19.  

(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat 
persyaratan:  

a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik 

penyerahan;  

b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;  

c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.  

                                                        
2 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 4 ayat (3) UU Migas bertentangan dengan UUD 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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Pasal 7 

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan 

dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.  

(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 

diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan 

transparan.  

Pasal 8 

(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk 

kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak 

Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang 

banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut 

kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi 

semua pemakai.  

(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan 
oleh Badan Pengatur. 

 

Pasal 9 

(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:  

a. badan usaha milik negara;  

b. badan usaha milik daerah;  

c. koperasi; usaha kecil;  

d. badan usaha swasta.  

(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.  

 

Pasal 10 

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu 
dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.  
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(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan 

Usaha Hulu.  

 
BAB IV 

KEGIATAN USAHA HULU 

Pasal 11 

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan 

oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama 
dengan Badan Pelaksana. 3 

(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara 

tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling 
sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:  

a. penerimaan negara;  

b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;  

c. kewajiban pengeluaran dana; 

d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;  

e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak; 

f. penyelesaian perselisihan;  

g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam 
negeri;  

h. berakhirnya kontrak;  

i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;  

j. keselamatan dan kesehatan kerja;  

k. pengelolaan lingkungan hidup;  

l. pengalihan hak dan kewajiban;  

m. pelaporan yang diperlukan;  

n. rencana pengembangan lapangan;  

o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;  

p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;  

q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia. 

 

                                                        
3 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat 
(1) UU Migas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap 
ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.  

(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh 

Menteri.  

(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang 

melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 4 

 

Pasal 13 

(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) 
Wilayah Kerja.  

(2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah 

Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja. 

 

Pasal 14 

(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.  

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka 

waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 
(dua puluh) tahun.  

 

Pasal 15 

(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas 
jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.  

(2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 

(enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang 
dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.  

 

Pasal 16 

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah 

Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.  

 

                                                        
4 Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 menyatakan sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang 
dalam Pasal 12 ayat (3) UU Migas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
mengikat. 
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Pasal 17 

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan 

pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan 

kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka 
waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.  

 

Pasal 18 

Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan 

penawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta 

pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, 

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Pemerintah.  

 

Pasal 19 

(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin 
Pemerintah.  

(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 20 

(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah 
milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.  

(2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya 

dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama 
jangka waktu Kontrak Kerja Sama.  

(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib 

menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada 

Menteri melalui Badan Pelaksana. 5 

(4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah 
Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.  

(5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah 

Kerja.  

                                                        
5 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat 
(3) UU Migas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, 

kerahasiaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 21 

(1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam 

suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan 

pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah 
Daerah Provinsi yang bersangkutan. 6 

(2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan 

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya 
sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.  

(3) Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan Minyak 

dan Gas Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 22 

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua 

puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi 
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 7 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah.  

 

BAB V 
KEGIATAN USAHA HILIR 

Pasal 23 

UU MIGAS  UU 6/2023  

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, 

dapat dilaksanakan oleh Badan 

Usaha setelah mendapat Izin Usaha 

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) 
huruf b dapat dilaksanakan oleh 
Badan Usaha setelah memenuhi 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

                                                        
6 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan 
Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1) UU Migas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan mengikat. 
7 Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 menyatakan sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak” dalam 
Pasal 22 ayat (1) UU Migas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
mengikat.  
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UU MIGAS  UU 6/2023  

dari Pemerintah.  

(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk 

kegiatan usaha Minyak Bumi 

dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dibedakan atas:  

a. Izin Usaha Pengolahan;  

b. Izin Usaha Pengangkutan;  

c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin 

Usaha Niaga.  

(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi 

lebih dari 1 (satu) Izin Usaha 

sepanjang tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pusat.  
(2) Badan Usaha yang memenuhi 

Perizinan Berusaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat 
melakukan kegiatan usaha:  
a. Pengolahan;  
b. Pengangkutan;  
c. Penyimpanan; dan /atau  
d. Niaga.  

(3) Perizinan Berusaha yang telah 
diberikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya dapat digunakan 
sesuai dengan peruntukan kegiatan 
usahanya.  

(4) Permohonan Perizinan Berusaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib dilakukan dengan 
menggunakan sistem Perizinan 
Berusaha secara elektronik yang 
dikelola oleh Pemerintah Pusat. 

 

Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 8 

Pasal 23A  

(1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa 

penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara 

pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 24 

(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat:  

a. nama penyelenggara;  

b. jenis usaha yang diberikan;  

c. kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;  

d. syarat-syarat teknis.  

                                                        
8 Perubahan UU 6/2023  
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(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya 

dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.  

 

Pasal 25 

UU MIGAS  UU 6/2023  

(1) Pemerintah dapat menyampaikan 

teguran tertulis, menangguhkan 

kegiatan, membekukan kegiatan, 

atau mencabut Izin Usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

23 berdasarkan:  

a. pelanggaran terhadap salah satu 

persyaratan yang tercantum 

dalam Izin Usaha;  

b. pengulangan pelanggaran atas 

persyaratan Izin Usaha;  

c. tidak memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan berdasarkan 
Undang-undang ini.  

(2) Sebelum melaksanakan pencabutan 

Izin Usaha sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), Pemerintah terlebih 

dahulu memberikan kesempatan 

selama jangka waktu tertentu 

kepada Badan Usaha untuk 

meniadakan pelanggaran yang 

telah dilakukan atau pemenuhan 

persyaratan yang ditetapkan.  

(1) Pemerintah Pusat dapat 
memberikan sanksi administratif 
terhadap:  

a. pelanggaran salah satu 

persyaratan yang tercantum 

dalam Perizinan Berusaha; 

dan/atau  

b. ketidakterpenuhinya persyaratan 

yang ditetapkan berdasarkan 
Undang-Undang ini.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
tata cara pengenaan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur 
dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 26 

Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan 

hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang 

dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.  

 

Pasal 27 

(1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi 

nasional.  
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(2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui 

jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.  

(3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa 

hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu. 

 

Pasal 28 

(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang 
ditetapkan oleh Pemerintah.  

(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme 

persaingan usaha yang sehat dan wajar. 9 

(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 

mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat 
tertentu. 10 

 

Pasal 29 

(1) Pada wilayah yang mengalami klangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-

daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas 

penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.  

(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur 

oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.  

 

Pasal 30 

Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, 
dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

BAB VI 
PENERIMAAN NEGARA 

Pasal 31 

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan 
negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

                                                        
9 Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 menyatakan Pasal 28 ayat (2) UU Migas bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
10 Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU Migas bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

terdiri atas:  

a. pajak-pajak;  

b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;  

c. pajak daerah dan retribusi daerah.  

(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: 

a. bagian negara;  

b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi; c. 

bonus-bonus.  

(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan:  

a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku 
pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau  

b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.  

(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan 

bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan 

penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 32 

Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak 

daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

 

BAB VII 
HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN HAK ATAS 

TANAH 

Pasal 33 

(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.  

(2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.  

(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:  
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a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan 

prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;  

b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;  

c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;  

d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, 

kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan 

perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.  

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya 

dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu 
memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.  

 

Pasal 34 

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-

bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau 

Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan 

penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah 

dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan 

atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas 

tanah negara.  

 

Pasal 35 

Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, 
apabila:  

a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau 

salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan 

dilakukan;  

b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui 

oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 34.  

 

Pasal 36 

(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, 

maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan 

usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai 
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib 

memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.  

(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak 

digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada 

pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agraria 

atau pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat 

rekomendasi dari Menteri.  

 

Pasal 37  

Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.  

 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 

Pembinaan 
 

Pasal 38  

Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.  

 

Pasal 39  

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:  

a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas 
Bumi;  

b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi 

berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang 

dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi 

dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian 
lingkungan hidup, kemampuan nasional, dan kebijakan pembangunan.  

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara 

cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas 

Bumi. 
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Pasal 40 

(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

menerapkan kaidah keteknikan yang baik.  

(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja 

serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.  

(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa 

kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta 

pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban 

pascaoperasi pertambangan.  

(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak 

dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan 

pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan 
rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.  

(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak 

dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam 

mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.  

(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Kedua 

Pengawasan 
 

Pasal 41 

(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan 

usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan 

kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen 
lain yang terkait.  

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja 

Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. 11 

(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha 
dilaksanakan oleh Badan Pengatur.  

 

                                                        
11 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 41 ayat (2) UU Migas bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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Pasal 42 

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:  

a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;  

b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;  

c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;  

d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;  

e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;  

f. keselamatan dan kesehatan kerja;  

g. pengelolaan lingkungan hidup;  

h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang 

bangun dalam negeri;  

i. penggunaan tenaga kerja asing;  

j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;  

k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;  

l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi; m. 

kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang 
menyangkut kepentingan umum.  

 

Pasal 43 

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 
BAB IX 

BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR 

Pasal 4412 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).  

(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan 

pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam 

Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan 
yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:  

                                                        
12 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 44 UU Migas bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal 

penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;  

b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;  

c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama 

kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk 
mendapatkan persetujuan;  

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c;  

e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;  

f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai 

pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;  

g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat 

memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.  

 

Pasal 4513 

(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan 

hukum milik negara.  

(2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga 
administratif.  

(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah 

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.  

 

Pasal 46 

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).  

(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan 

pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi 

yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.  

(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan 

dan penetapan mengenai:  

a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;  

                                                        
13 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 45 UU Migas bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;  

c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;  

d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;  

e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;  

f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.  

(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas 

pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).  

 

Pasal 47 

(1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas 

komite dan bidang.  

(2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua 

merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga 
profesional.  

(3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.  

(4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab 
kepada Presiden.  

(5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden.  

 

Pasal 48 

(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 14 

(2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan 

Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Pasal 49 

Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang 

dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur 

                                                        
14 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 48 ayat (1) UU Migas bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, 

Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 15 

 

BAB X 
PENYIDIKAN 

Pasal 50 

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri 

Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya 

meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam 

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.  

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:  

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima 
berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;  

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan 
tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;  

c. Minyak dan Gas Bumi; 

d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan 
tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;  

e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas 

Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk 
melakukan tindak pidana;  

f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang 

digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;  

g. mendatangkan orangahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;  

h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak 

dan Gas Bumi.  

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi 

Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan 

penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a 
tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.  

                                                        
15 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 UU 
Migas bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 51 

(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).  

 

Pasal 52 

UU MIGAS  UU 6/2023  

Setiap orang yang melakukan 

Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa 

mempunyai Kontrak Kerja Sama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 

denda paling tinggi 

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh 

miliar rupiah).  

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi 

dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki 

Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja 

Sama dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 6 (enam) tahun dan pidana 

denda paling banyak 

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar 
rupiah). 

 

Pasal 53 

UU MIGAS  UU 6/2023  

Setiap orang yang melakukan:  

a. Pengolahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha 

Pengolahan dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan denda paling tinggi 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah);  

b. Pengangkutan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin 

Usaha Pengangkutan dipidana 

Jika tindakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23A mengakibatkan 

timbulnya korban/kerusakan terhadap 

kesehatan, keselamatan, dan/atau 

lingkungan, pelaku dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau pidana denda paling banyak 

Rp50.00O.000.000,00 (lima puluh miliar 

rupiah). 
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UU MIGAS  UU 6/2023  

dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun dan denda paling 

tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat 
puluh miliar rupiah);  

c. Penyimpanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin 

Usaha Penyimpanan dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan denda paling tinggi 

Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh 

miliar rupiah);  

d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 

paling tinggi Rp30.000.000.000,00 
(tiga puluh miliar rupiah).  

 

Pasal 54 

Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan 

hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 

(enam puluh miliar rupiah).  

Pasal 55 

UU MIGAS  UU 6/2023  

Setiap orang yang menyalahgunakan 

Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan 

Bakar Minyak yang disubsidi 

Pemerintah dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 

denda paling tinggi 

Rp60.000.000.000,00 (enam puluh 

miliar rupiah).  

 

Setiap orang yang menyalahgunakan 

Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan 

Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau 

liquefied petroleum gas yang disubsidi 

dan/atau penyediaan dan 

pendistribusiannya diberikan penugasan 

Pemerintah dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 

pidana denda paling banyak 

Rp60.000.O00.000,00 (enam puluh 
miliar rupiah). 
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Pasal 56 

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau 

atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan 

terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.  

(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, 

pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut 

adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah 
sepertiganya.  

 

Pasal 57 

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.  

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 

55 adalah kejahatan.  

 

Pasal 58 

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana 

tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau 

yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.  

 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 59 

Pada saat Undang-undang ini berlaku:  

a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;16  

b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.  

 

Pasal 60 

Pada saat Undang-undang ini berlaku: 

a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya 

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;  

b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina 

yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran 

Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib 

                                                        
16 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 59 huruf a UU Migas bertentangan dengan UUD 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola 

kekayaan, pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan;  

c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.  

 

Pasal 6117 

Pada saat Undang-undang ini berlaku:  

a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan 

pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak 

Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;  

b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik 

negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana 

untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa 

Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang 

diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, 
Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.  

 

Pasal 62 

Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan 

dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu 

paling lama 4 (empat) tahun.  

 

Pasal 6318 

Pada saat Undang-undang ini berlaku:  

a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang 

timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan 

pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;  

b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak 

sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada 

Badan Pelaksana;  

c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap 

berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;  

d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina 

                                                        
17 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 61 UU Migas bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
18 Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 63 UU Migas bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 
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sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada 

Persero tersebut;  

e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam 

rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada 
Menteri.  

 

Pasal 64 

Pada saat Undang-undang ini berlaku:  

a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak 

dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23;  

b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku sedang 

dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap 
dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;  

c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara 

sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan 
untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;  

d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak 

atau perjanjian yang bersangkutan.  

 
BAB XIII 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 65 

Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 

angka 2 sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan 

ketentuan Undang-undang ini.  

 
BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku:  

a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan 

Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2070);  

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban 
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Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara 

Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);  

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan 

Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, 

terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 3045).  

(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 

tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 

Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum 

diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.  

 

Pasal 67 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  

 

Disahkan di Jakarta  

pada tanggal 23 Nopember 2001  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd 

  

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 23 Nopember 2001  

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd  
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BAMBANG KESOWO  

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 136 
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LAMPIRAN I 
 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2001 

TENTANG 

MINYAK DAN GAS BUMI 

 

I. UMUM 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan 

bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 

Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis 

takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang 

memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan 

kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka 

pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, 

setelah empat dasawarsa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Prp. 

Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

Negara, dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala karena substansi 

materi kedua Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan.  

Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan 

datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu 

mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu 

disusun suatu Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi untuk memberikan 

landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan 
usaha Minyak dan Gas Bumi.  

Penyusunan Undang-undang ini bertujuan sebagai berikut:  

1. terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam 

dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;  
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2. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih 

mampu bersaing;  

3. meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-

besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat 
industri dan perdagangan Indonesia;  

4. menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.  

Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa 

Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di 

dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional 

yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah 

sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan 

pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari 
Pemerintah.  

Agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat 

berjalan lebih efisien maka pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana, 
sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dibentuk Badan Pengatur.  
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LAMPIRAN II 
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2001 

TENTANG 

MINYAK DAN GAS BUMI 

BESERTA PERUBAHANNYA  

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1  

UU MIGAS  UU 6/2023  

Cukup jelas. 

 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 2  

Cukup jelas  

Pasal 3  

Cukup jelas  

Pasal 4  

UU MIGAS  UU 6/2023  

Ayat (1)  

Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 

1945, Minyak dan Gas Bumi 

sebagai sumber daya alam 

strategis yang terkandung di 

dalam bumi Wilayah Hukum 

Pertambangan Indonesia 

merupakan kekayaan nasional 

yang dikuasai negara. 

Penguasaan oleh negara 

sebagaimana dimaksud di atas 

adalah agar kekayaan nasional 

tersebut dimanfaatkan bagi 

sebesar-besar kemakmuran 

seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan demikian, baik 

perseorangan, masyarakat 

maupun pelaku usaha, 

sekalipun memiliki hak atas 

Ayat (1)  

Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Minyak dan Gas 

Bumi sebagai sumber daya alam 

strategis yang terkandung di 

dalam bumi Wilayah Hukum 

Pertambangan Indonesia 

merupakan kekayaan nasional 

yang dikuasai negara. 

Penguasaan oleh negara 

sebagaimana dimaksud di atas 

adalah agar kekayaan nasional 

tersebut dimanfaatkan bagi 

sebesar-besar kemakmuran 
seluruh rakyat Indonesia.  

Ayat (2)  
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UU MIGAS  UU 6/2023  

sebidang tanah di permukaan, 

tidak mempunyai hak 

menguasai ataupun memiliki 

Minyak dan Gas Bumi yang 

terkandung dibawahnya.  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Ayat (3)  

Cukup Jelas  

 

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 5  

UU MIGAS  UU 6/2023  

Angka 1  

Cukup jelas  

Angka 2  

Dalam ketentuan ini, 

pengertian Niaga termasuk Niaga Gas 

Bumi baik melalui pipa transmisi 

maupun pipa distribusi.  

Cukup jelas  

 

 

Pasal 6  

Ayat (1)  

Di samping harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap juga harus mematuhi 

kewajiban-kewajiban tertentu dalam menjalankan kegiatan usahanya.  

Ayat (2) 

Bentuk Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini adalah bentuk 

Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak Eksplorasi dan Eksploitasi lain yang 

lebih menguntungkan bagi negara. 

Selanjutnya dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan:  

1. Titik penyerahan adalah titik penjualan Minyak atau Gas Bumi.  
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2. Pengendalian manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas 

rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta 

pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.  

3. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap adalah bahwa dalam Kontrak Kerja Sama ini Pemerintah melalui 

Badan Pelaksana berdasarkan Undang-undang ini tidak diperbolehkan 

untuk mengeluarkan investasi dan menanggung risiko finansial dalam 

pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.  

Pasal 7  

Ayat (1)  

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Penyelenggaraan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, 

sehat, dan transparan tidak berarti mengesampingkan tanggung jawab sosial 

oleh Pemerintah.  

Pasal 8  

Ayat (1)  

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini memuat 

antara lain substansi pokok: prioritas pemanfaatan Gas Bumi, jumlah, jenis, 
dan lokasi cadangan strategis Minyak Bumi.  

Ayat (2)  

Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar kebutuhan Bahan Bakar 

Minyak di seluruh tanah air, termasuk daerah terpencil, dapat terpenuhi dan 

juga menjaga agar selalu tersedia suatu cadangan nasional dalam jumlah 
cukup untuk jangka waktu tertentu.  

Ayat (3)  

Karena jaringan pipa Gas Bumi merupakan sarana yang bersifat 

monopoli alamiah, pemanfaatannya perlu diatur dan diawasi dalam rangka 

menjamin perlakuan pelayanan yang sama terhadap para pemakainya. 

Selanjutnya yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam ketentuan ini 

adalah kepentingan produsen, konsumen dan masyarakat lainnya yang 
berhubungan dengan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi.  

Ayat (4)  

Cukup jelas  

Pasal 9  

Ayat (1)  
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Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-

luasnya kepada Badan Usaha, baik yang berskala besar, menengah, maupun 

kecil untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dengan 

skala operasional yang didasarkan pada kemampuan keuangan dan teknis 

Badan Usaha yang bersangkutan.  

Ayat (2)  

Kegiatan Usaha Hulu yang berkaitan dengan resiko tinggi banyak 

dilakukan oleh perusahaan internasional yang mempunyai jaringan 

internasional secara luas. Agar dapat memberikan iklim investasi yang 

kondusif untuk menarik penanam modal, termasuk penanam modal asing, 

diberikan kesempatan untuk tidak perlu membentuk Badan Usaha.  

Pasal 10  

Ayat (1)  

Mengingat Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan pengambilan sumber 

daya alam yang takterbarukan yang merupakan kekayaan negara, maka 

dalam kegiatan ini negara harus memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya 
bagi kemakmuran rakyat.  

Sedangkan Kegiatan Usaha Hilir merupakan kegiatan yang bersifat 

usaha bisnis pada umumnya, di mana biaya produksi dan kerugian yang 

mungkin timbul tidak dapat dibebankan (dikonsolidasikan) pada biaya 

Kegiatan Usaha Hulu. Tidak dimungkinkannya konsolidasi biaya dari Kegiatan 

Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dimaksudkan juga agar pembagian 

penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) menjadi jelas. 

Dalam hal Badan Usaha melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan 

Usaha Hilir secara bersamaan harus membentuk badan hukum yang terpisah, 

antara lain secara Holding Company.  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Pasal 11  

Ayat (1)  

Pemerintah menuangkan kewajiban-kewajiban dalam persyaratan 

Kontrak Kerja Sama, sehingga dengan demikian Pemerintah dapat 

mengendalikan Kegiatan Usaha Hulu melalui persyaratan kontrak tersebut 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).  

Ayat (2)  

Setiap Kontrak Kerja Sama yang telah disetujui bersama dan telah 

ditandatangani oleh kedua belah pihak, salinan kontraknya dikirimkan 
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kepada Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 

membidangi Minyak dan Gas Bumi.  

Ayat (3)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi 

pihak-pihak yang melakukan perikatan Kontrak Kerja Sama.  

Pasal 12  

Ayat (1)  

Konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memberi 

penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran 

wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya 

Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.  

Pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan 

Gubernur yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. 

Ayat (2)  

Dalam pelaksanaannya Menteri melakukan koordinasi dengan Badan 
Pelaksana.  

Ayat (3)  

Dalam pelaksanaannya Menteri melakukan koordinasi dengan Badan 

Pelaksana.  

Pasal 13  

Ayat (1)  

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari dilakukannya 

konsolidasi pembebanan dan atau pengembalian biaya Eksplorasi dan 

Eksploitasi dari suatu Wilayah Kerja dengan Wilayah Kerja yang lain.  

Ketentuan ini juga untuk mencegah ketidakjelasan pembagian 

penerimaan antara Pemerintah Pusat dengan masing-masing Pemerintah 
Daerah yang terkait dengan Wilayah Kerja yang dimaksud.  

Pasal 14  

Cukup jelas  

Pasal 15  

Ayat (1)  

Cukup jelas  
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Ayat (2)  

Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam jangka waktu 

Eksplorasi tidak menemukan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang 

dapat diproduksikan, maka wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.  

Pasal 16  

Ketentuan ini dimaksudkan agar bagian dari dan/atau seluruh Wilayah Kerja 

yang tidak dimanfaatkan dapat ditawarkan kepada pihak lain sebagai Wilayah 

Kerja yang baru. Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh hasil yang 

optimal dari pemanfaatan potensi sumber daya alam dari suatu wilayah.  

Pasal 17  

Cukup jelas  

Pasal 18  

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini 

antara lain memuat substansi pokok: ketentuan dan syarat-syarat Kontrak 

Kerja Sama, syarat-syarat dan tata cara penetapan dan penawaran Wilayah 

Kerja, perpanjangan Kontrak Kerja Sama, penetapan dan pengembalian 
Wilayah Kerja.  

Pasal 19  

Ayat (1)  

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Peraturan Pemerintah mengenai Survei Umum memuat antara lain 

substansi pokok: pelaksana Survei Umum, jenis kegiatan, jadwal pelaksanaan, 
prosedur pelaksanaan, dan pengelolaan data hasil survei.  

Pasal 20  

Ayat (1)  

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Ayat (3)  

Cukup jelas  

Ayat (4)  

Data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah 

dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap 
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tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum untuk melindungi 

kepentingan investasinya.  

Data dapat dinyatakan terbuka setelah jangka waktu tertentu, dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dapat menggunakan data tersebut.  

Jangka waktu kerahasiaan data tergantung dari jenis dan klasifikasi 
data.  

Ayat (5)  

Cukup jelas  

Ayat (6)  

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini 

antara lain memuat substansi pokok: kewenangan dan tanggung jawab 

Pemerintah, jenis data, klasifikasi dan jangka waktu kerahasiaan data, 

pengadministrasian dan pemeliharaan data, serta jangka waktu pemanfaatan 
dan penyerahan kembali data.  

Pasal 21  

Ayat (1)  

Persetujuan Menteri dalam ketentuan ini diperlukan mengingat 

pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja 

menentukan dikembalikan atau diteruskannya pengoperasian Wilayah Kerja 
tersebut oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.  

Persetujuan untuk rencana pengembangan lapangan selanjutnya 
dalam Wilayah Kerja yang dimaksud akan diberikan oleh Badan Pelaksana.  

Yang dimaksud dengan konsultasi dengan Pemerintah Daerah dalam 

ketentuan ini diperlukan agar rencana pengembangan lapangan yang 

diusulkan dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi 

terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan 

daerah dari Minyak dan Gas Bumi pada daerah tersebut sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Ayat (2)  

Ketentuan ini dimaksudkan agar Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap dalam melakukan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, memperhatikan 

optimasi dan konservasi sumber daya Minyak dan Gas Bumi dan 

melaksanakannya sesuai kaidah keteknikan yang baik. 

Ayat (3)  

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan 

ini antara lain memuat substansi pokok: jenis dan rencana pengembangan 

lapangan, kaidah-kaidah keteknikan, kewajiban pelaporan, serta tata cara 

persetujuan rencana pengembangan lapangan.  
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Pasal 22  

Ayat (1)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan tersedianya 

pasokan Minyak dan/atau Gas Bumi yang diproduksi dari Wilayah Hukum 

Pertambangan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam 

negeri. Pengertian penyerahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) 

bagiannya dari hasil produksi Minyak dan/atau Gas Bumi dalam ketentuan ini 

dimaksudkan apabila suatu Wilayah Kerja menghasilkan Minyak dan Gas 

Bumi maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling 

banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Minyak Bumi 

dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari produksi Gas 

Bumi.  

Ayat (2)  

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini 

antara lain memuat substansi pokok: kondisi kebutuhan dalam negeri, 

mekanisme pelaksanaan dan ketentuan harga, serta kebijakan pemberian 

insentif berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban penyerahan Minyak Bumi 

dan/atau Gas Bumi bagian Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dari hasil 
produksinya.  

Pasal 23  

UU MIGAS  UU 6/2023  

Ayat (1)  

Izin Usaha merupakan izin 

yang diberikan kepada Badan Usaha 

oleh Pemerintah sesuai dengan 

kewenangan masing-masing, untuk 

melaksanakan kegiatan usaha 

Pengolahan, Pengangkutan, 

Penyimpanan dan/atau Niaga, setelah 

memenuhi persyaratan yang 

diperlukan. Dalam hal-hal yang 

menyangkut kepentingan daerah, 

Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, 

setelah Badan Usaha dimaksud 

mendapat rekomendasi dari 

Pemerintah Daerah.  

Ayat (2) 

Ketentuan ini dimaksudkan 

untuk lebih mengefektifkan 

pengawasan dan pengendalian 

terhadap Badan Usaha yang berusaha 

Cukup jelas. 
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UU MIGAS  UU 6/2023  

di bidang Pengolahan, Pengangkutan, 

Penyimpanan, dan/atau Niaga. 

Pemerintah wajib memberikan atau 

menolak permohonan Izin Usaha yang 

diajukan Badan Usaha dalam jangka 

waktu tertentu sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

Ayat (3)  

Cukup jelas  

 

Pasal 23A19 

Cukup jelas  

Pasal 24  

Cukup jelas  

Pasal 25  

UU MIGAS  UU 6/2023  

Ayat (1)  

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan, antara lain bahwa 

Kegiatan Usaha Hilir ini menyangkut 

komoditas yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dan investasi yang besar, 

maka Pemerintah dan atau Pemerintah 

Daerah sesuai dengan kewenangannya 

masing-masing dapat memberikan 

kesempatan kepada Badan Usaha untuk 

meniadakan pelanggaran yang 

dilakukan sebelum Izin Usahanya 

dicabut.  

Selain akibat terjadinya 

pelanggaran, pencabutan Izin Usaha 

dapat juga dilaksanakan atas 

permintaan pemegang Izin Usaha 

Cukup jelas. 

 

                                                        
19 Penjelasan Pasal 23A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam UU Migas dan diubah 
dengan UU 6/2023. 
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sendiri.  

 

Pasal 26  

Mengingat dalam kegiatan Pengolahan lapangan, Pengangkutan, 

Penyimpanan, dan Penjualan Minyak dan Gas Bumi dalam rangka kelanjutan 

dari Eksplorasi dan Eksploitasi, fasilitas yang dibangun tidak ditujukan untuk 

memperoleh keuntungan dan/atau laba dari kegiatan itu sendiri, maka tidak 
diperlukan Izin Usaha.  

Ketentuan ini tidak berlaku apabila fasilitas yang dimiliki oleh Badan Usaha 

atau Bentuk Usaha Tetap dipergunakan bersama dengan pihak lain dengan 

memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba, 

maka Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut harus mendapatkan Izin 

Usaha. 

Pasal 27  

Ayat (1)  

Rencana induk yang ditetapkan oleh Pemerintah akan digunakan 

sebagai acuan investasi bagi pengembangan dan pembangunan jaringan 

transmisi dan distribusi Gas Bumi bagi Badan Usaha yang berminat.  

Ayat (2)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong persaingan usaha yang 

sehat dan meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu 

pelayanan. Pembagian ruas usaha Pengangkutan dilakukan dengan 

mempertimbang-kan aspek-aspek teknis, ekonomis, keamanan dan 

keselamatan.  

Ayat (3)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong persaingan usaha yang 

sehat dan meningkatkan efisiensi penggunaan prasarana serta mutu 

pelayanan. Pembagian wilayah Niaga dilakukan dengan mempertimbangkan 

aspek-aspek teknis, ekonomis, keamanan dan keselamatan.  

Pasal 28  

Ayat (1)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen, 

kesehatan masyarakat, dan lingkungan.  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Ayat (3)  
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Pemerintah dapat memberikan bantuan khusus sebagai pengganti 

subsidi kepada konsumen tertentu untuk pemakaian jenis Bahan Bakar 

Minyak tertentu. Pemerintah menetapkan kebijakan harga Gas Bumi untuk 

keperluan rumah tangga dan pelanggan kecil serta pemakaian tertentu 

lainnya.  

Pasal 29 

Ayat (1)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi 

pemanfaatan bersama pihak lain terhadap fasilitas yang dimiliki suatu Badan 

Usaha berdasarkan kesepakatan bersama dalam rangka meningkatkan 

optimasi penggunaan fasilitas dan efisiensi pengusahaan guna menekan biaya 

distribusi, terutama dalam hal terjadi kekurangan penyediaan Bahan Bakar 

Minyak di suatu wilayah dan di daerah yang relatif terpencil.  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Pasal 30  

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini 

antara lain memuat substansi pokok: jenis-jenis kegiatan usaha, tata cara 

pengajuan permohonan dan pelaksanaan Izin Usaha, standar dan mutu, 

kewajiban Badan Usaha, klasifikasi pelanggaran, tata cara teguran, 

penangguhan, pembekuan dan pencabutan Izin Usaha, dan kewenangan 
Pemerintah Daerah yang terkait dengan perizinan usaha.  

Pasal 31  

Ayat (1)  

Karena ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini didasarkan atas pengertian 

bahwa Kegiatan Usaha Hulu yang berupa Eksplorasi dan Eksploitasi adalah 

kegiatan pengambilan sumber daya alam tak terbarukan yang merupakan 

kekayaan negara, maka disamping kewajiban membayar pajak, bea masuk, 

dan kewajiban lainnya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan 

menyerahkan Ppenerimaan Negara Nukan Pajak yang terdiri dari bagian 

negara, pungutan negara, dan bonus.  

Ayat (2)  

Huruf a  

Cukup jelas  

Huruf b  

Cukup jelas 

Huruf c  
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Di samping membayar pajak daerah, Badan Usaha atau Bentuk 

Usaha Tetap diwajibkan pula membayar retribusi daerah.  

Ayat (3) 

Huruf a  

Bagian negara merupakan bagian produksi yang diserahkan 

oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada negara 

sebagai pemilik sumber daya Minyak dan Gas Bumi.  

Huruf b  

Ketentuan ini didasarkan pada pengertian bahwa Badan 

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap diwajibkan membayar iuran 

tetap sesuai luas Wilayah Kerja sebagai imbalan atas 

"kesempatan" untuk melakukan kegiatan Eksplorasi dan 
Eksploitasi.  

Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi dikenakan pada Badan 

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sebagai kompensasi atas 

pengambilan kekayaan alam Minyak dan Gas Bumi yang tak 

terbarukan.  

Pungutan negara yang menjadi penerimaan Pemerintah 

Pusat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Huruf c  

Yang dimaksud dengan bonus dalam ketentuan ini adalah 

bonus data, bonus tanda tangan, dan bonus produksi yang 

didasarkan pada pencapaian tingkat produksi kumulatif 
tertentu.  

Ayat (4)  

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar Badan Usaha atau Bentuk 

Usaha Tetap dapat memilih alternatif aturan perpajakan yang akan 

diberlakukan dalam Kontrak Kerja Sama. Dibukanya kesempatan tersebut 

merupakan keleluasaan bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk 

memilih ketentuan perpajakan yang sesuai dengan kelayakan usahanya, 

mengingat kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sifat usahanya berjangka 

panjang, memerlukan modal besar dan berisiko tinggi.  

Ayat (5)  

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan 

ini antara lain memuat substansi pokok: pengaturan besarnya bagian negara 

berdasarkan prosentase produksi bersih; dan pungutan negara yang terdiri 

dari iuran tetap per satuan luas Wilayah Kerja, iuran Eksplorasi dan 
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Eksploitasi per satuan volume produksi; bonus dan pengaturan persyaratan 

tertentu dalam Kontrak Kerja Sama.  

Ayat (6)  

Yang dimaksud dengan "pembagiannya ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dalam ketentuan ini 

adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  

Pasal 32  

Mengingat Kegiatan Usaha Hilir yang berupa Pengolahan, Pengangkutan, 

Penyimpanan, dan Niaga bukan kegiatan usaha yang berkaitan langsung 

dengan pengambilan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka berlaku 

kewajiban membayar pajak, bea masuk, dan kewajiban lainnya kepada negara 

sebagaimana halnya pada kegiatan usaha industri dan/atau perdagangan 

pada umumnya.  

Pasal 33  

Ayat (1)  

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Ayat (3)  

Pada prinsipnya seluruh kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang 

dilakukan pada suatu lokasi memerlukan izin dari instansi Pemerintah.  

Namun pada tempat-tempat tertentu sebelum memperoleh izin dari 

instansi Pemerintah, terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan dari 

masyarakat dan atau perseorangan.  

Huruf a  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tempat umum, 

sarana dan prasarana umum adalah fasilitas yang disediakan 

Pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas dan 

mempunyai fungsi sosial seperti antara lain: jalan, pasar, 
tempat pemakaman, taman dan tempat ibadah.  

Huruf b  

Cukup jelas  

Huruf c  

Cukup jelas  

Huruf d  



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  | 57 

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

 

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I 

V2022 
Cukup jelas  

Ayat (4)  

Mengingat bahwa tempat umum, sarana dan prasarana umum, 

lapangan dan bangunan pertahanan merupakan fasilitas yang dibangun oleh 

Pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau pertahanan, diperlukan izin 

dari instansi Pemerintah yang terkait, dengan memperhatikan saran 

masyarakat.  

Khusus tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci dan tanah 

milik masyarakat adat, sebelum dikeluarkan izin dari instansi Pemerintah 
yang berwenang perlu mendapat persetujuan dari masyarakat setempat.  

Pasal 34  

Ayat (1)  

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Yang dimaksudkan dengan pengakuan dalam ketentuan ini adalah 

pengakuan atas adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di suatu daerah, 

sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat 

berdasarkan hukum adat yang bersangkutan.  

Pasal 35  

Cukup jelas 

Pasal 36  

Ayat (1)  

Mengingat hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan 

tanah, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak serta merta mempunyai 

hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam Wilayah Kerja. Apabila Badan 

Usaha akan menggunakan langsung bidang-bidang tanah dimaksud, maka hak 

pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Pasal 37  

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini, 

antara lain memuat substansi pokok: prosedur penyelesaian atau 

perundingan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, pedoman besarnya 
ganti rugi dan ketentuan teknis pola penyelesaian penggunaan tanah.  

Pasal 38  
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Pembinaan yang dilakukan Pemerintah dalam kegiatan usaha Minyak 

dan Gas Bumi didasarkan pada penguasaan negara atas sumber daya alam 

dan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.  

Pasal 39  

Ayat (1)  

Huruf a  

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dimaksud dalam 

ketentuan ini meliputi antara lain: penyebarluasan informasi, 

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan 

teknologi, peningkatan nilai tambah produk, penerapan 

standardisasi, pemberian akreditasi, pembinaan industri/badan 

usaha penunjang, pembinaan usaha kecil/menengah, pemanfaatan 

barang dan jasa dalam negeri, pemeliharaan keselamatan dan 

kesehatan kerja, pelestarian lingkungan hidup, penciptaan iklim 

investasi yang kondusif, serta pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban.  

Huruf b  

Cukup jelas 

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Pasal 40  

Ayat (1)  

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Ayat (3)  

Cukup jelas  

Ayat (4)  

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung dan menumbuh-

kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing.  

Ayat (5)  

Yang dimaksud dengan "ikut bertanggung jawab mengembangkan 

lingkungan masyarakat setempat" dalam ketentuan ini adalah keikut-sertaan 

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam mengembangkan dan 

memanfaatkan potensi dan kemampuan masyarakat setempat, antara lain 

dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu, 
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serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat, agar tercipta 

keharmonisan antara Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dengan 

masyarakat sekitarnya.  

Ayat (6)  

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini 

antara lain memuat substansi pokok yang meliputi kewajiban Badan Usaha 

atau Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:  

a. di bidang keselamatan dan kesehatan kerja mencakup keselamatan dan 

kesehatan pekerja, kondisi dan persyaratan tempat dan lingkungan kerja, 
dan standar instalasi dan peralatan;  

b. di bidang pengelolaan lingkungan hidup mencakup pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran lingkungan, dan pemulihan atas kerusakan 
lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama.  

Pasal 41  

Cukup jelas  

Pasal 42  

Huruf a  

Cukup jelas  

Huruf b  

Cukup jelas  

Huruf c  

Cukup jelas  

Huruf d  

Cukup jelas  

Huruf e  

Cukup jelas  

Huruf f  

Cukup jelas  

Huruf g  

Cukup jelas  

Huruf h  

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tersebut tetap memperhatikan 
nilai ekonomis pada masing-masing proyek atau kegiatan yang bersangkutan.  
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Huruf i  

Dalam penggunaan tenaga kerja asing harus diperhatikan prosedur 
yang berlaku dan persyaratan sesuai dengan kebutuhan. 

Huruf j  

Cukup jelas  

Huruf k  

Cukup jelas  

Huruf l  

Cukup jelas  

Huruf m  

Cukup jelas  

Pasal 43  

Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini 

antara lain memuat substansi pokok sebagaimana yang tercantum dalam 
penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf a.  

Pasal 44  

Cukup jelas  

Pasal 45 

Ayat (1)  

Badan hukum milik negara dalam ketentuan ini mempunyai status 

sebagai subjek hukum perdata dan merupakan institusi yang tidak mencari 
keuntungan serta dikelola secara profesional.  

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan unsur pimpinan dalam ketentuan ini adalah 

kepala dan seorang wakil kepala serta deputi-deputi. Tenaga ahli adalah 
tenaga fungsional yang ahli dibidangnya.  

Ayat (3)  

Konsultasi yang dimaksud adalah untuk melakukan uji kemampuan 

dan kelayakan bagi calon kepala Badan Pelaksana oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini komisi yang membidangi Minyak dan 
Gas Bumi.  

Pasal 46  

Ayat (1) 
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Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat 

konsumen terhadap kelangsungan penyediaan dan pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak di seluruh wilayah Indonesia.  

Pengawasan terhadap Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan 

untuk optimasi dan mencegah terjadinya monopoli pemanfaatan fasilitas pipa 

transmisi, distribusi, dan Penyimpanan oleh Badan Usaha tertentu.  

Ayat (2)  

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kelangsungan sediaan dan 

layanan serta menghindari terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak di 
seluruh Indonesia.  

Ayat (3)  

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan pemanfaatan fasilitas 

Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah terutama 

ditujukan untuk daerah-daerah tertentu atau daerah terpencil yang 

mekanisme pasarnya belum dapat berjalan sehingga fasilitas Pengangkutan 

dan Penyimpanan yang ada perlu diatur untuk dapat dimanfaatkan agar 
tercapai kondisi yang optimal dan tercapai harga yang serendah mungkin.  

Rumah tangga adalah setiap konsumen yang memanfaatkan Gas Bumi 

untuk keperluan rumah tangga.  

Pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi diatur oleh Badan 

Pengatur yang berkaitan dengan aspek usaha dari kegiatan transmisi dan 
distribusi Gas Bumi tersebut.  

Ayat (4)  

Cukup jelas  

Pasal 47  

Ayat (1)  

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan tenaga profesional dalam ketentuan ini adalah 

pihak-pihak yang mempunyai keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang 

dibutuhkan antara lain di bidang perminyakan, lingkungan hidup, hukum, 

ekonomi dan sosial serta mempunyai integritas tinggi dalam melakukan tugas 
dan kewajibannya.  

Ayat (3) 

Badan Pengatur bersifat independen, dan mengingat tugas dan 

fungsinya menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga pengangkatan 

dan pemberhentiannya perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia.  
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Ayat (4)  

Mengingat tugas dan fungsi Badan Pengatur terkait langsung dengan 

komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat luas, sehingga sangat 

berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan dapat menimbulkan 

dampak kerawanan yang luas di masyarakat, serta pengaturannya bersifat 

lintas sektoral, maka Badan Pengatur bertanggung jawab kepada Presiden.  

Ayat (5)  

Cukup jelas  

Pasal 48  

Ayat (1)  

Setiap penerimaan negara yang diperoleh dari Badan Usaha atau 

Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu langsung 

disetorkan ke kas negara. Badan Pelaksana dalam melaksanakan 

pengendalian Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap memperoleh imbalan (fee) sebagai upah manajemen yang diterima dari 
Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan.  

Ayat (2)  

Biaya operasional Badan Pengatur yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimaksudkan sebagai modal awal 

Badan Pengatur. Selanjutnya, biaya operasional Badan Pengatur diperoleh 
dari iuran Badan Usaha yang diaturnya.  

Pasal 49  

Cukup jelas  

Pasal 50  

Cukup jelas  

Pasal 51  

Cukup jelas 

Pasal 52  

UU MIGAS  UU 6/2023  

Cukup jelas.  Cukup jelas. 

 

Pasal 53  

UU MIGAS  UU 6/2023  

Cukup jelas. Cukup jelas.  
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Pasal 54  

Cukup jelas  

Pasal 55  

UU MIGAS  UU 6/2023  

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan 

dengan menyalahgunakan adalah 

kegiatan yang bertujuan untuk 

memperoleh keuntungan perseorangan 

atau badan usaha dengan cara yang 

merugikan kepentingan masyarakat 

banyak dan negara seperti antara lain 

kegiatan pengoplosan Bahan Bakar 

Minyak, penyimpangan alokasi Bahan 

Bakar Minyak, Pengangkutan dan 

Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar 

negeri.  

Cukup jelas. 

 

Pasal 56  

Cukup jelas  

Pasal 57  

Cukup jelas  

Pasal 58  

Cukup jelas  

Pasal 59  

Cukup jelas  

Pasal 60  

Huruf a  

Bentuk perusahaan perseroan yang dimaksud dalam ketentuan ini 

adalah bentuk perusahaan sesuai yang dimaksud dalam Undang-undang 
mengenai badan usaha milik negara. 

Huruf b  

Cukup jelas  

Huruf c  

Cukup jelas  

Pasal 61  
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Huruf a  

Cukup jelas  

Huruf b  

Yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Sama dalam ketentuan ini 

memuat kewajiban pembayaran kepada negara yang besarnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku pada Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina selama 

ini dengan memasukkan rincian sesuai dengan ketentuan yang dijabarkan 
pada BAB V.  

Pasal 62  

Cukup jelas  

Pasal 63  

Huruf a 

Untuk melaksanakan ketentuan ini, dilakukan perubahan/amandemen 

Kontrak Kerja Sama yang berkaitan dengan para pihak yang berkontrak, 
dengan tanpa merubah kondisi dan persyaratan kontrak.  

Huruf b  

Cukup jelas  

Huruf c  

Cukup jelas  

Huruf d  

Yang dimaksud dengan kontrak, perjanjian atau perikatan dalam 

ketentuan ini antara lain kontrak penjualan gas alam cair (liquified natural 
gas). 

Huruf e  

Cukup jelas  

Pasal 64  

Huruf a  

Badan usaha milik negara selain Pertamina yang mempunyai kegiatan 

usaha Minyak dan Gas Bumi antara lain adalah PT. Perusahaan Gas Negara 

(Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1994.  

Huruf b  

Cukup jelas  

Huruf c  
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Cukup jelas  

Huruf d  

Cukup jelas  

Pasal 65  

Yang dimaksud dengan minyak atau gas dalam ketentuan ini adalah 

minyak dan gas sebagai hasil proses buatan (bukan hasil proses alami).  

Pasal 66  

Cukup jelas  

Pasal 67  

Cukup jelas  

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4152 
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LAMPIRAN III 
PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI  

 

A. Bahwa dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 MK 

memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian: 

1. Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”;  

2. Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; 

3. Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3); 

4. Pasal 28 ayat (3); 

 

Menimbang bahwa oleh karena Para Pemohon mendasarkan seluruh butir 

atau perincian permohonannya yang mendalilkan sejumlah substansi undang-

undang a quo bertentangan UUD 1945 dengan bertumpu pada Pasal 33 ayat (2) dan 

(3) UUD 1945, dan telah ternyata bahwa baik Pemerintah, DPR, maupun para ahli 

memandang minyak dan gas bumi adalah cabang produksi yang penting bagi 

negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka dalam mempertimbangkan 

permohonan dimaksud Mahkamah akan menilainya berdasarkan pengertian 

penguasaan oleh negara sebagaimana diuraikan di atas dan keharusan tujuan 

penguasaan oleh negara itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat:  

1. Para Pemohon mendalilkan, Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 

2001 bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dengan argumentasi bahwa 

perusahaan asing akan menguasai industri minyak dan gas nasional, di samping 

mengurangi wewenang Presiden dan menumpukkan kekuasaan atas sumber 

daya minyak dan gas bumi di tangan Menteri ESDM. Pasal 12 ayat (3) Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan, “Menteri menetapkan Badan Usaha 

atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha 

Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2)”. Terhadap hal ini Mahkamah tidak sependapat dengan Para Pemohon yang 

menganggap ketentuan tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan 

kekuasaan yang sangat besar pada Menteri ESDM, karena hal itu merupakan 

masalah internal Pemerintah yang tidak relevan dalam perkara a quo. Namun, 

Mahkamah menilai ketentuan dimaksud tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) 

undang undang a quo yang menyatakan bahwa penguasaan oleh negara 

diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. 

Secara yuridis, wewenang penguasaan oleh negara hanya ada pada Pemerintah, 

yang tidak dapat diberikan kepada badan usaha sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 1 angka 5 undang-undang a quo. Sementara, Badan Usaha dan Bentuk 

Usaha Tetap hanya melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan kontrak 

kerjasama dengan hak ekonomi terbatas, yaitu pembagian atas sebagian manfaat 

minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Dalam 

lapangan hukum administrasi negara, pengertian pemberian wewenang 

(delegation of authority) adalah pelimpahan kekuasaan dari pemberi wewenang, 

yaitu negara, sehingga dengan pencantuman kata “diberi wewenang kepada 
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Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap” maka penguasaan negara menjadi hilang. 

Oleh karena itu, kata-kata “diberi wewenang” tidak sejalan dengan makna Pasal 

33 ayat (3) UUD 1945, di mana wilayah kerja sektor hulu adalah mencakup bumi, 

air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang salah satunya adalah 

minyak dan gas bumi, yang merupakan hak negara untuk menguasai melalui 

pelaksanaan fungsi mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola 

(beheeren), dan mengawasi (toezichthouden). Oleh karena itu, adanya kata-kata 

“diberi wewenang” dalam Pasal 12 ayat (3) dimaksud adalah bertentangan 

dengan UUD 1945;  

2. Para Pemohon mendalilkan bahwa pengertian Kuasa Pertambangan dalam Pasal 

1 angka 5 undang-undang a quo yang hanya mencakup kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi, sementara kegiatan pemurnian/pengilangan, pengangkutan, dan 

penjualan bahan bakar minyak tidak termasuk di dalamnya, bertentangan 

dengan Pasal 33 UUD 1945. Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 1 angka 5 

tersebut telah meniadakan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang 

penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Terhadap dalil 

Para Pemohon ini, Mahkamah berpendapat, untuk menilai ada tidaknya 

penguasaan oleh negara, pasal dimaksud tidak dapat dinilai secara berdiri 

sendiri melainkan harus dihubungkan dengan pasal-pasal lain secara sistematis. 

Pasal 1 angka 5 undang-undang a quo yang berbunyi, “Kuasa Pertambangan 

adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk 

menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi”, hanyalah memberikan 

pengertian tentang Kuasa Pertambangan dan sama sekali belum 

menggambarkan implementasi pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 

UUD 1945. Lagipula, dalam hubungannya dengan minyak dan gas bumi, yang 

juga harus dinilai adalah bahwa tujuan penguasaan oleh negara itu, sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bukanlah untuk penguasaan an 

sich melainkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, 

dalam memeriksa dalil Pemohon ini, Mahkamah harus mempertimbangkan 

secara sistematis konteks pengertian Kuasa Pertambangan dimaksud tatkala 

diimplementasikan dalam pasal-pasal lain dari undang-undang a quo. Jika 

pengertian Kuasa Pertambangan dimaksud dihubungkan dengan ketentuan Pasal 

4 ayat (1), (2), (3), Pasal 6 ayat (1), (2), dan Pasal 7 ayat (1) tampak jelas hal-hal 

sebagai berikut:  

- bahwa minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara;  

- penyelenggara penguasaan oleh negara dimaksud adalah Pemerintah sebagai 

pemegang Kuasa Pertambangan;  

- Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan 

Pelaksana, yaitu suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian 

Kegiatan Usaha Hulu di bidang minyak dan gas bumi (Pasal 1 angka 23);  

- Pelaksanaan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi (Kegiatan Usaha Hulu) 

dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama, yaitu Kontrak 

Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan 
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Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan 

untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 19);  

- Kontrak Kerja Sama dimaksud, paling sedikit harus memuat persyaratan: (a) 

kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik 

penyerahan (yaitu titik penjualan minyak atau gas bumi); (b) pengendalian 

manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana; (c) modal dan risiko 

ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Yang dimaksud 

“pengendalian manajemen operasi” menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (2) 

adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana 

pengembangan lapangan, serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana 

tersebut;  

- Pelaksanaan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga 

(Kegiatan Usaha Hilir) dilaksanakan dengan Izin Usaha;  

Uraian di atas menunjukkan bahwa semua unsur yang terkandung dalam 

pengertian “penguasaan oleh negara”, yaitu mengatur (regelen), mengurus 

(bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden) masih 

tetap berada di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara “penguasaan oleh 

negara” dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan itu. Oleh 

karena itu, Mahkamah berpendapat, dalil Para Pemohon harus dinyatakan tidak 

beralasan dan karenanya harus ditolak;  

3. Para Pemohon mendalilkan, pola industri minyak dan gas nasional yang 

memisahkah antara kegiatan hulu dan hilir (unbundling), sebagaimana diatur 

dalam Pasal 10 undang-undang a quo, akan berakibat lebih mahalnya 

biaya/harga produk bahan bakar minyak dan non-bahan bakar minyak karena 

setiap sektor kegiatan mempunyai biaya dan profit tersendiri. Hal ini, oleh Para 

Pemohon, juga dinilai bertentangan dengan trend industri minyak dan gas dunia. 

Pasal 10 dimaksud menyatakan, “(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang 

melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. (2) 

Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan 

Kegiatan Usaha Hulu”. Adanya Pasal 10 haruslah dipahami agar supaya tidak 

terjadi pemusatan penguasaan minyak dan gas bumi di satu tangan sehingga 

mengarah kepada monopoli yang merugikan kepentingan masyarakat. Namun, 

ketentuan pasal dimaksud harus ditafsirkan tidak berlaku terhadap badan usaha 

yang telah dimiliki oleh negara yang justru harus diberdayakan agar penguasaan 

negara menjadi semakin kuat. Pasal 61 yang termasuk dalam Ketentuan 

Peralihan harus ditafsirkan bahwa peralihan dimaksud terbatas pada status 

Pertamina untuk menjadi persero dan tidak menghapuskan keberadaannya 

sebagai Badan Usaha yang masih tetap melakukan kegiatan usaha hulu dan 

kegiatan usaha hilir, meskipun untuk usaha hilir dan hulu tersebut harus 

dilakukan oleh dua Badan Usaha “Pertamina Hulu” dan “Pertamina Hilir” yang 

keduanya tetap dikuasai oleh negara. Dengan alur pikir demikian, kekhawatiran 

Para Pemohon menjadi tidak beralasan;  
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4. Para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 60 undang-undang a quo yang 

mengubah fungsi perusahaan negara minyak dan gas mengakibatkan negara 

tidak lagi menyelenggarakan pengusahaan minyak dan gas bumi karena 

wewenang melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diserahkan 

Pemerintah langsung kepada swasta (asing/nasional), sedangkan pada sektor 

hilir, kegiatan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar. Pasal 60 dimaksud 

menyatakan, “Pada saat undang-undang ini berlaku: a. dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah; b. selama Persero 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 

1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan 

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, 

pegawai dan hal penting lainnya yang diperlukan; c. saat terbentuknya Persero 

yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan 

kepada Persero yang bersangkutan”. Dengan memperhatikan bunyi Pasal 60 

undang-undang a quo dan penjelasannya serta pertimbangan Mahkamah yang 

diuraikan pada angka 2 dan 3 di atas, maka permohonan Para Pemohon tidak 

cukup beralasan karena ketentuan peralihan tersebut diperlukan untuk 

mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan menjamin kepastian hukum 

(rechtszekerheid);  

5. Para Pemohon mendalilkan, Pasal 44 ayat (3) huruf g undang-undang a quo, 

dalam hal ini yang berkait dengan diberikannya tugas kepada Badan Pelaksana 

(BHMN) untuk menunjuk penjual minyak dan/atau gas bumi bagian negara 

kepada pihak lain yang bukan BUMN, menurut Para Pemohon, di satu sisi akan 

merugikan negara karena fee penjualan akan diperoleh swasta dan membuka 

peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan di lain pihak akan membuka 

persaingan antar sesama LNG Indonesia di pasar internasional. Terhadap dalil 

Para Pemohon ini, Mahkamah berpendapat bahwa masalah korupsi, kolusi, dan 

nepotisme memang harus diberantas dalam rangka mewujudkan prinsip good 

corporate governance dalam BUMN, namun hal tersebut bukan merupakan 

kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Sementara itu, 2 (dua) Hakim 

Konstitusi berpendapat bahwa terlepas dari masalah tersebut di atas, Pasal 44 

ayat (3) huruf g undang-undang a quo tidak menggambarkan adanya penguasaan 

oleh negara sebagaimana diperintahkan Pasal 33 UUD 1945, karena memberikan 

kewenangan diskresioner untuk menunjuk penjual selain Badan Usaha Milik 

Negara yang seharusnya diberdayakan oleh negara sendiri sebagai instrumen 

penguasaan oleh negara dalam kegiatan penjualan Migas. Namun demikian, 

Mahkamah berpendirian bahwa ketentuan pasal tersebut tidak bertentangan 

dengan UUD 1945, tetapi harus ditafsirkan dalam penunjukan penjual oleh 

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud, harus mendahulukan (voorrecht) 

Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, Mahkamah menyarankan agar jaminan 
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hak mendahulukan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana 

mestinya;  

6. Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diserahkannya harga minyak dan gas 

bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 

28 ayat (2) undang-undang a quo, di samping akan menimbulkan perbedaan 

harga antar daerah/pulau yang, menurut Para Pemohon, dapat memicu 

disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik 

kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerinah ikut mengatur 

harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energi dan ekonomi nasional setiap 

negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap 

dalil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa campur tangan 

Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan 

yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan/atau menguasai hajat 

hidup orang banyak. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam 

menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh 

mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang a quo 

mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan 

Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak 

menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 

33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan 

yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan 

harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan 

memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan 

mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh 

karena itu Pasal 28 ayat (2) dan (3) tersebut harus dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945; 

7. Pemohon mendalilkan bahwa pembebanan kewajiban bagi Badan Usaha dan 

Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu (eksplorasi dan 

eksploitasi) untuk membayar berbagai penerimaan negara yang berupa pajak 

dan penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 

undang-undang a quo, akan merusak iklim usaha, antara lain, membuat investor 

tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di bidang ekplorasi dan ekploitasi. 

Terhadap dalil Pemohon ini Mahkamah dapat membenarkan sepanjang 

menyangkut usaha eksplorasi karena masih berupa pencarian sumber migas 

yang belum pasti menghasilkan, sehingga secara konstitusional tidak adil bagi 

Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan untuk dikenakan pajak 

sehingga dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya dalam 

kegiatan eksplorasi yang pada gilirannya akan berdampak mengurangi 

kesempatan untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan 

tetapi terhadap usaha eksploitasi tidak terdapat alasan untuk menyatakan 

ketentuan dimaksud bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, karena kegiatan 

usaha hulu di bidang eksploitasi sudah menghasilkan migas. Dengan 

pertimbangan demikian, meskipun Mahkamah sependapat dengan sebagian dalil 
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Para Pemohon, akan tetapi Mahkamah tidak mungkin mengabulkan permohonan 

Para Pemohon, karena ketentuan pengenaan pajak dalam pasal a quo mencakup 

kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Oleh karena Mahkamah tidak 

berwenang melakukan perubahan atau perbaikan rumusan pasal dalam undang-

undang, maka Mahkamah menganjurkan pada pembentuk undang-undang untuk 

melakukan amandemen terhadap pasal undang-undang a quo (legislative 

review). Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon 

sepanjang menyangkut Pasal 31 ayat (1) undang-undang a quo tidak mungkin 

dikabulkan;  

8. Para Pemohon mendalilkan, undang-undang a quo, melalui ketentuan Pasal 23 

ayat (2), telah meliberalisasi sektor hilir pengusahaan minyak dan gas bumi. Para 

Pemohon menilai, dengan cara itu berarti undang-undang a quo mendahulukan 

kepentingan pengusaha yang berorientasi pada laba maksimum serta 

mengabaikan kepentingan hajat hidup orang banyak. Padahal sebelumnya, 

kegiatan demikian dilakukan oleh Pemerintah melalui BUMN sehingga 

Pemerintah senantiasa dapat menyediakan bahan bakar minyak di mana saja di 

seluruh Indonesia dengan harga yang seragam dan terjangkau karena hal itu 

merupakan misi Badan Usaha Milik Negara. Karenanya Para Pemohon 

berpendapat bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) tersebut bertentangan dengan 

Pasal 33 UUD 1945. Pasal 23 ayat (2) dimaksud menyatakan, “Izin usaha yang 

diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas 

Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas: a. Izin Usaha 

Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. Izin 

Usaha Niaga”. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut tidak beralasan, karena 

Pasal 23 ayat (2) dimaksud meskipun memang mengatur unbundling, namun 

ketentuan unbundling tersebut tidak merugikan BUMN (Pertamina) karena 

haknya telah dijamin berdasarkan Pasal 61 huruf b sebagaimana telah diuraikan 

pada pertimbangan nomor 3 di atas. Pasal 61 huruf b tersebut berbunyi, “Pada 

saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik 

negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana 

untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa 

Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang 

diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha 

Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga”. Dengan demikian, 

kekhawatiran Para Pemohon terhadap berlakunya Pasal 23 ayat (2) dimaksud 

tidak beralasan;  

9. Para Pemohon, meskipun tidak secara jelas mendalilkan dalam permohonannya 

akan tetapi di depan persidangan tanggal 16 Februari 2004 telah 

mempermasalahkan Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo yang berbunyi 

“Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% 

(dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau 

Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri” sebagai bertentangan 

dengan UUD 1945. Dari bunyi pasal tersebut bahwa Badan Usaha atau Bentuk 
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Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) 

bagiannya dari hasil produksi migas untuk menehui kebutuhan dalam negeri, 

dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak 

melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam 

negeri sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 19 dalam rangka penjabaran 

Pasal 33 ayat (3) yaitu prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan 

mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Mahkamah menilai bahwa prinsip 

sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung 

pengertian bukan hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga 

adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) undang-undang a quo yang mencantumkan 

kata-kata “paling banyak” maka hanya ada pagu atas (patokan persentase 

tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal ini dapat saja 

digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan yuridis untuk hanya menyerahkan 

bagiannya dengan persentase serendah-rendahnya (misalnya hingga 0,1%). Oleh 

karena itu, Mahkamah menganggap kata-kata “paling banyak” dalam anak 

kalimat “.... wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) ...” 

harus dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

Selanjutnya, pengaturan mengenai pelaksanaan penyerahan 25% bagiannya 

yang dimaksud, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) undang-undang a quo;  

 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan saran-saran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan untuk amar putusan ini, yang 

ditujukan baik kepada pembentuk undang-undang maupun pelaksana undang-

undang, maka permohonan Para Pemohon tentang pengujian formil harus 

dinyatakan ditolak sedangkan permohonan pengujian materiil harus dikabulkan 

untuk sebagian sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah, 

sementara bagian-bagian lainnya harus dinyatakan ditolak karena tidak cukup 

beralasan, dan bagian-bagian selebihnya dari permohonan a quo yang tidak 

berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 

 

 

B. Bahwa dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, MK memberikan 

pertimbangan hukum terhadap pengujian: 

1. Pasal 1 angka 23 

2. Pasal 4 ayat (3) 

3. Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), 

4. frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), 

5. frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 

ayat (1) 

6. Pasal 41 ayat (2) 

7. Pasal 44 
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8. Pasal 45 

9. Pasal 48 ayat (1) 

10. frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 

11. Pasal 59 huruf a 

12. Pasal 61 

13. Pasal 63 

 

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan 

saksama keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan ahli dan 

saksi dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta memeriksa bukti 

surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah, Mahkamah 

menemukan beberapa permasalahan konstitusional yang diajukan dalam 

permohonan a quo, yaitu:  

1. Kedudukan dan wewenang Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya 

disebut BP Migas;  

2. Kontrak kerja sama Migas;  

3. Frasa “yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, 

sehat, dan transparan”;  

4. Posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli;  

5. Larangan penyatuan usaha hulu dan hilir;  

6. Pemberitahuan KKS kepada DPR. 

 

[3.10]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan 

konstitusional tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan bahwa Minyak 

dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Migas) adalah termasuk cabang produksi yang 

penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan 

kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai 

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 

sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah telah 

memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945, 

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, 

tanggal 21 Desember 2004 mengenai pengujian UU Migas, yang menyatakan bahwa,  

 

“...penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih 

tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi 

penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan 

prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik 

(demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham 

kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus 

pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin 

“dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. 
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Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian pemilikan 

publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik publik 

seluruh rakyat secara kolektif yang dimandatkan kepada negara untuk 

menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. 

Karena itu, Pasal 33 ayat (3) menentukan “bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat”. Dalam putusan tersebut dipertimbangkan pula bahwa 

makna “dikuasai oleh negara” tidak dapat diartikan hanya sebagai hak untuk 

mengatur, karena hal demikian sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-

fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam Undang-Undang Dasar. 

Sekiranya pun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, kewenangan negara 

untuk mengatur tetap ada pada negara, bahkan dalam negara yang menganut 

paham ekonomi liberal sekalipun. Oleh karena itu, dalam putusan tersebut 

Mahkamah mempertimbangkan bahwa,  

 

“...pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna 

penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi 

kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian 

kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. 

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat 

kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 

(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan 

pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah 

dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan 

(vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh 

negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama 

Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) 

dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui 

keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. 

Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu 

untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi 

pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. 

Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan 

penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar 

dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.  

Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pula pengertian kepemilikan 

perdata sebagai instrumen untuk mempertahankan tingkat penguasaan oleh Negara, 

c.q. Pemerintah, dalam pengelolaan cabang-cabang produksi minyak dan gas bumi 

dimaksud. Dengan demikian, konsepsi kepemilikan privat oleh negara atas saham 
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dalam badan-badan usaha yang menyangkut cabang-cabang produksi yang penting 

bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat 

didikotomikan atau dialternatifkan dengan konsepsi pengaturan oleh negara. 

Keduanya bersifat kumulatif dan tercakup dalam pengertian penguasaan oleh 

negara. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan 

yang melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan usaha yang 

menyangkut cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau 

menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen atau cara negara 

mempertahankan penguasaan atas sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

[3.11] Menimbang bahwa pengertian “penguasaan negara” sebagaimana 

dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 

Desember 2004 tersebut, perlu diberikan makna yang lebih dalam agar lebih 

mencerminkan makna Pasal 33 UUD 1945. Dalam putusan Mahkamah tersebut, 

penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 

1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) 

dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 

(beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara 

dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan 

mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie). 

Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan 

legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi 

pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-

holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. 

Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu 

untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi 

pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. 

Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan 

penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar 

dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Kelima bentuk 

penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan, 

pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. 

Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, 

misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah 

menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal, fungsi mengatur 

adalah fungsi negara yang umum di negara mana pun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 

1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 

1945.  
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Menurut Mahkamah, Pasal 33 UUD 1945, menghendaki bahwa penguasaan negara 

itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, 

“pengertian dikuasai oleh negara” tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk 

“sebesar-besar kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Hal 

ini memperoleh landasannya yang lebih kuat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang 

dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar 

kemakmuran rakyat”.  

 

Dalam putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2011, 

Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “...dengan adanya anak kalimat 

“dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar 

kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan 

tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya...” (vide paragraf [3.15.4] hal. 158 putusan 

Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan 

secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka 

dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat 

mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi 

tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara 

dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat 

tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. 

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur 

makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat”; 

 

[3.12]  Menimbang bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian 

penguasaan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, jika tidak dimaknai sebagai 

satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan 

efektifitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut 

Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting 

adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, 

dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar 

dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua 

adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam 

peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara 

memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola 

sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan 

secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, 

dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi 

keuntungan negara yang secara tidak langsung akan membawa manfaat lebih besar 

bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang dimaksud di sini, baik dalam bentuk 
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pengelolaan langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik 

Negara. Pada sisi lain, jika negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam 

untuk dikelola oleh perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, 

keuntungan bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan 

berkurang. Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari Pasal 33 

UUD 1945 seperti diungkapkan oleh Muhammad Hatta salah satu founding leaders 

Indonesia yang mengemukakan, “... Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 

1945 ialah produksi yang besar-besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh 

Pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak 

berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya 

di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional 

dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing 

untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan 

kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di 

Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia 

sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, 

seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam 

pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin 

lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu 

tingkat makin lama makin berkurang”... (Mohammad Hatta, Bung Hatta Menjawab, 

hal. 202 s.d. 203, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). Dalam pendapat 

Muhammad Hatta tersebut tersirat bahwa pemberian kesempatan kepada asing 

karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat 

sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam; 

 

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah 

selanjutnya memberi penilaian konstitusionalitas atas isu-isu konstitusional yang 

dipersoalkan dalam permohonan a quo;  

 

Mengenai BP Migas  

[3.13.1] BP Migas adalah badan hukum milik negara yang secara khusus 

berdasarkan undang-undang dibentuk oleh Pemerintah selaku pemegang Kuasa 

Pertambangan untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang 

Minyak dan Gas Bumi [vide Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3) UU Migas]. Kegiatan 

Usaha Hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, dilaksanakan oleh Badan 

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan 

Pelaksana [vide Pasal 11 ayat (1) UU Migas]. BP Migas berfungsi melakukan 

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan 

Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara 

dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat [vide Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU Migas]. 

Untuk melaksanakan fungsi tersebut BP Migas bertugas:  
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a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal 

penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;  

b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;  

c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama 

kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk 

mendapatkan persetujuan;  

d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c;  

e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;  

f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai 

pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;  

g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat 

memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. [vide Pasal 44 ayat (3) 

UU Migas].  

 

Memperhatikan konsepsi BP Migas menurut Undang-Undang a quo, dikaitkan 

dengan pengelolaan sumber daya alam Migas, BP Migas merupakan organ 

pemerintah yang khusus, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (selanjutnya 

disebut BHMN) memiliki posisi strategis bertindak atas nama Pemerintah 

melakukan fungsi penguasaan negara atas Migas khususnya kegiatan hulu 

(ekplorasi dan eksploitasi), yaitu fungsi pengendalian dan pengawasan yang 

dimulai dari perencanaan, penandatangan kontrak dengan badan usaha, 

pengembangan wilayah kerja, persetujuan atas rencana kerja dan anggaran badan 

usaha, monitoring pelaksanaan kontrak kerja serta menunjuk penjual Migas bagian 

negara kepada badan hukum lain. Oleh karena BP Migas hanya melakukan fungsi 

pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam Migas 

maka negara dalam hal ini Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan secara 

langsung atas sumber daya alam Migas pada kegiatan hulu. Pihak yang secara 

langsung dapat mengelola sumber daya alam Migas menurut UU Migas hanya Badan 

Usaha (yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), Koperasi serta badan usaha swasta) dan Bentuk Usaha Tetap. Dengan 

demikian konstruksi hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas 

menurut UU Migas dilakukan oleh Pemerintah selaku pemegang Kuasa 

Pertambangan yang dilaksanakan oleh BP Migas. Dalam hal ini, BP Migas 

melakukan fungsi penguasaan negara berupa tindakan pengendalian dan 

pengawasan atas pengelolaan Migas yang dilakukan oleh Badan Hukum yang dapat 

berupa BUMN, BUMD, Koperasi, usaha kecil atau badan hukum swasta maupun 

Bentuk Usaha Tetap. Hubungan antara BP Migas dan Badan Hukum atau Bentuk 

Usaha Tetap yang mengelola Migas dilakukan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama 

(selanjutnya disebut KKS) atau kontrak kerja sama lainnya dengan syarat minimal, 

yaitu: i) kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik 

penyerahan, ii) pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan iii) 

modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap 
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(vide Pasal 6 UU Migas). Dari konstruksi hubungan yang demikian terdapat dua 

aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, Penguasaan negara atas Migas 

diselenggarakan oleh Pemerintah melalui BP Migas. Kedua, bentuk penguasaan 

negara terhadap Migas oleh BP Migas hanya sebatas tindakan pengendalian dan 

pengawasan.  

 

[3.13.2] Menimbang bahwa pembentukan BP Migas dilatarbelakangi oleh 

kehendak untuk memisahkan antara badan yang melakukan regulasi atau badan 

yang membuat kebijakan dengan badan yang melakukan bisnis Migas yang kedua 

fungsi tersebut sebelumnya dilaksanakan oleh Pertamina. BP Migas diharapkan 

dapat fokus melaksanakan tujuan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan 

gas bumi tanpa dibebani kewajiban untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, 

tetapi lebih fokus untuk kepentingan negara serta menghindari terjadinya 

pembebanan terhadap keuangan negara melalui APBN. Oleh karena itu, fungsi 

pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan hulu Migas yang sebelumnya 

dilakukan oleh Pertamina dialihkan menjadi fungsi BP Migas selaku representasi 

Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan yang menyelenggarakan 

penguasaan negara atas sumber daya alam Migas. BP Migas adalah Badan Hukum 

Milik Negara yang tidak merupakan institusi bisnis, melainkan institusi yang 

mengendalikan dan mengawasi bisnis Migas di sektor hulu. BP Migas oleh 

Pemerintah dimaksudkan sebagai ujung tombak bagi pemerintah agar secara 

langsung tidak terlibat bisnis Migas, sehingga Pemerintah tidak dihadapkan secara 

langsung dengan pelaku usaha;  

 

[3.13.3] Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf 

[3.11] dan paragraf [3.12], bentuk penguasaan tingkat pertama dan utama yang 

harus dilakukan oleh negara adalah Pemerintah melakukan pengelolaan secara 

langsung atas sumber daya alam dalam hal ini Migas. Dari konstruksi hubungan 

sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.13.1], BP Migas hanya melakukan fungsi 

pengendalian dan pengawasan atas pengelolaan Migas, dan tidak melakukan 

pengelolaan secara langsung, karena pengelolaan Migas pada sektor hulu baik 

eksplorasi maupun eksploitasi dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara maupun 

badan usaha bukan milik negara berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, 

efisien, dan transparan. Menurut Mahkamah model hubungan antara BP Migas 

sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam 

pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam 

Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Walaupun UU Migas, 

menentukan tiga syarat minimal dalam KKS, yakni i) kepemilikan sumber daya 

alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, ii) pengendalian 

manajemen operasi berada pada BP Migas, dan iii) modal dan resiko seluruhnya 

ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi ketiga syarat minimal 

tersebut tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan 

dengan efektif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Paling tidak hal itu terjadi, 
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karena tiga hal, yaitu: Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan 

pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk 

mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; Kedua, setelah 

BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh 

isi KKS, yang berarti, negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi 

atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS; Ketiga, tidak maksimalnya 

keuntungan negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, karena adanya 

potensi penguasaan Migas keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan 

Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, 

wajar dan transparan. Dalam hal ini, dengan konstruksi penguasaan Migas melalui 

BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau 

menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber 

daya alam Migas, padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara 

pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.  

Oleh karena konstruksi hubungan yang demikian maka menurut Mahkamah 

keberadaan BP Migas menurut Undang-Undang a quo, bertentangan dengan 

konstitusi yang menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-

besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan negara pada 

peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas 

yang membawa kuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut Mahkamah, 

pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh 

negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Hanya dalam batas-batas 

negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, 

teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam Migas, maka 

pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta. 

Bahwa untuk mengembalikan posisi negara dalam hubungannya dengan sumber 

daya alam Migas, negara/pemerintah tidak dapat dibatasi tugas dan 

kewenangannya pada fungsi pengendalian dan pengawasan semata tetapi juga 

mempunyai fungsi pengelolaan. Menurut Mahkamah, pemisahan antara badan yang 

melakukan fungsi regulasi dan pembuatan kebijakan dengan lembaga yang 

melakukan pengelolaan dan bisnis Migas secara langsung, mengakibatkan 

terdegradasinya penguasaan negara atas sumber daya alam Migas. Walaupun 

terdapat prioritas pengelolaan Migas diserahkan kepada BUMN sebagaimana telah 

menjadi pendirian Mahkamah dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 

Desember 2004, efektivitas penguasaan negara justru menjadi nyata apabila 

Pemerintah secara langsung memegang fungsi regulasi dan kebijakan (policy) tanpa 

ditambahi dengan birokrasi dengan pembentukan BP Migas. Dalam posisi demikian, 

Pemerintah memiliki keleluasaan membuat regulasi, kebijakan, pengurusan, 

pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya alam Migas. Dalam menjalankan 

penguasan negara atas sumber daya alam Migas, Pemerintah melakukan tindakan 

pengurusan atas sumber daya alam Migas dengan memberikan konsesi kepada satu 

atau beberapa Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola kegiatan usaha Migas 
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pada sektor hulu. Badan Usaha Milik Negara itulah yang akan melakukan KKS 

dengan Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha Kecil, badan hukum swasta, 

atau Bentuk Usaha Tetap. Dengan model seperti itu, seluruh aspek penguasaan 

negara yang menjadi amanat Pasal 33 UUD 1945 terlaksana dengan nyata.  

 

[3.13.4] Menimbang bahwa tujuan utama dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945 adalah pengelolaan sumber daya alam “untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat” sehingga implementasinya ke dalam pengorganisasian negara dan 

pemerintahan pun harus menuju ke arah tercapainya tujuan tersebut. Oleh sebab 

itu setiap pembentukan organisasi negara dan semua unitnya harus disusun 

berdasar rasionalitas birokrasi yang efisien dan tidak menimbulkan peluang 

inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena keberadaan BP Migas 

sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah 

membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maka menurut 

Mahkamah keberadaan BP Migas tersebut tidak konstitusional, bertentangan 

dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam 

pengorganisasian pemerintahan. Sekiranya pun dikatakan bahwa belum ada bukti 

bahwa BP Migas telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka cukuplah 

alasan untuk menyatakan bahwa keberadaan BP Migas inkonstitusional karena 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 

31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, 

bertanggal 20 September 2007, sesuatu yang berpotensi melanggar konstitusi pun 

bisa diputus oleh Mahkamah sebagai perkara konstitusionalitas. Jikalau 

diasumsikan kewenangan BP Migas dikembalikan ke unit pemerintahan atau 

kementerian yang terkait tetapi juga masih potensial terjadi inefisiensi, maka hal itu 

tidak mengurangi keyakinan Mahkamah untuk memutuskan pengembalian 

pengelolaan sumber daya alam ke Pemerintah karena dengan adanya putusan 

Mahkamah ini, justru harus menjadi momentum bagi pembentuk undang-undang 

untuk melakukan penataan kembali dengan mengedepankan efisiensi yang 

berkeadilan dan mengurangi proliferasi organisasi pemerintahan. Dengan putusan 

Mahkamah yang demikian maka Pemerintah dapat segera memulai penataan ulang 

pengelolaan sumber daya alam berupa Migas dengan berpijak pada “penguasaan 

oleh negara” yang berorientasi penuh pada upaya “manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi rakyat” dengan organisasi yang efisien dan di bawah kendali langsung 

Pemerintah. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil para Pemohon sepanjang 

mengenai BP Migas beralasan hukum;  

 

[3.13.5] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon hanya memohon pengujian 

Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 44 UU Migas tetapi oleh karena 

putusan Mahkamah ini menyangkut eksistensi BP Migas yang dalam 

Undang Undang a quo diatur juga dalam berbagai pasal yang lain maka Mahkamah 

tidak bisa lain kecuali harus juga menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang 

“Badan Pelaksana” dalam pasal-pasal, yaitu frasa “dengan Badan Pelaksana” 
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dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat 

(3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 

21 ayat (1), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), frasa “Badan 

Pelaksana dan” dalam Pasal 49, Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63, serta 

seluruh frasa Badan Pelaksana dalam Penjelasan adalah bertentangan dengan 

UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

 

Kontrak Kerja Sama  

[3.14] Menimbang bahwa Undang-Undang a quo, mengkonstruksikan hubungan 

antar negara dengan badan usaha yang melakukan pengelolaan Migas dengan 

hubungan keperdataan dalam bentuk KKS. Menurut UU Migas, KKS adalah Kontrak 

Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi yang lebih menguntungkan dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat (vide Pasal 1 angka 19 UU Migas). Dalam KKS, BP 

Migas bertindak mewakili Pemerintah sebagai pihak dalam KKS dengan Badan 

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas. Dalam posisi yang demikian, 

hubungan antara BP Migas (negara) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap 

adalah hubungan yang bersifat keperdataan yaitu menempatkan posisi negara dan 

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas dalam posisi yang 

sederajat. Dalam hal ini ketika kontrak telah ditandatangani, negara menjadi terikat 

pada isi KKS. Akibatnya, negara kehilangan diskresi untuk membuat regulasi bagi 

kepentingan rakyat yang bertentangan dengan isi KKS, sehingga negara kehilangan 

kedaulatannya dalam penguasaan sumber daya alam yaitu kedaulatan untuk 

mengatur Migas yang bertentangan dengan isi KKS. Padahal negara, sebagai 

representasi rakyat dalam penguasaan sumber daya alam harus memiliki 

keleluasaan membuat aturan yang membawa manfaat bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta 

dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan 

keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu 

berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan 

kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara 

atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

menurut Mahkamah, hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas 

sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum 

Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan 

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a 

quo adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh 

konstitusi. Untuk menghindari hubungan yang demikian negara dapat membentuk 

atau menunjuk BUMN yang diberikan konsensi untuk mengelola Migas di Wilayah 

hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut 

yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga 

hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha 

Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. 



 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  | 83 

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  

 

PERLAK UU/PUSPANLAK UU TW I 

V2022 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 6 UU Migas, 

merupakan pengaturan yang bersifat umum yang apabila tidak dikaitkan dengan BP 

Migas selaku Pemerintah adalah tidak bertentangan dengan konstitusi.  

 

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 19 UU Migas 

sepanjang frasa “atau bentuk kontrak kerjasama lain” bertentangan dengan 

konstitusi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa frasa tersebut menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan multitafsir karena memposisikan negara sederajat 

dengan badan usaha sehingga berakibat melemahkan posisi negara. Menurut 

Mahkamah frasa “atau bentuk kontrak kerjasama lain” dalam Pasal 1 angka 19 UU 

Migas merupakan bentuk kontrak yang sengaja dibuat oleh pembentuk Undang-

Undang agar selain KKS dalam bentuk kontrak bagi hasil, juga dimungkinkan KKS 

dalam bentuk yang lain, asalkan menguntungkan bagi negara, misalnya yang 

sekarang ini dikenal yaitu KKS dalam bentuk kontrak jasa. Bentuk KKS selain 

kontrak bagi hasil adalah tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang memberi 

manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan tidak melanggar prinsip 

penguasaan negara yang dimaksud dalam konstitusi. Dengan demikian sepanjang 

frasa “atau bentuk kontrak kerjasama lain“ dalam Pasal 1 angka 19 UU Migas 

tidak bertentangan dengan UUD 1945;  

 

Persaingan Usaha yang Wajar, Sehat, dan Transparan  

[3.16] Menimbang bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha Migas 

menurut Pasal 3 huruf b UU Migas adalah, “Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan 

dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga 

secara akuntabel yang diselenggarakan melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, 

dan transparan”. Menurut Mahkamah Pasal 3 huruf b tersebut sangat berbeda 

dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Migas. Pasal 28 ayat (2) a quo yang 

menentukan bahwa penetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan 

kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar telah dinyatakan 

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 

Desember 2004. Frasa “penyelenggaraan melalui mekanisme persaingan usaha 

yang wajar, sehat, dan transparan” dalam Pasal 3 huruf b UU Migas merupakan 

penjabaran dari pelaksanaan keterbukaan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan 

gas bumi. Kegiatan usaha hilir di bidang minyak dan gas bumi dilaksanakan dengan 

mekanisme pemberian Izin Usaha kepada Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan juga usaha kecil 

yang bergerak di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga 

minyak dan gas bumi. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Migas kegiatan usaha hilir 

tidak dimungkinkan bagi Bentuk Usaha Tetap. Hal ini berarti membuka peluang 

bisnis kepada perusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan yang berbadan 

hukum Indonesia, dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi di seluruh 

wilayah Indonesia, sehingga dengan adanya frasa “melalui mekanisme persaingan 
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usaha yang wajar, sehat, dan transparan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b UU Migas, menjamin tidak adanya monopoli oleh suatu badan usaha 

tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hilir di bidang minyak dan gas 

bumi. Dengan demikian, hal itu sudah sesuai dengan amanah Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Yang Tidak Sehat. Pasal 3 huruf b berkait dengan Pasal 23 ayat (2) UU Migas yang 

menyatakan “Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi 

dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dibedakan atas: a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha 

Penyimpanan; d. Izin Usaha Niaga”. Dengan demikian, Pasal 3 huruf b Undang-

Undang a quo membuka peluang usaha kepada siapa saja yang ingin berkecimpung 

dalam usaha minyak dan gas bumi, apakah akan melakukan usaha secara 

keseluruhan atau melakukan usaha hanya pengolahan, atau pengangkutan, atau 

penyimpanan, atau usaha niaga, kesemuanya terpulang kepada kemampuan modal 

dari para pelaku usaha itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut 

Mahkamah, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;  

 

Posisi BUMN  

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 9 UU Migas sepanjang 

kata “dapat” bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 

Menurut Para Pemohon, ketentuan tersebut menunjukan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) hanya menjadi salah satu pemain saja dalam pengelolaan Migas, dan BUMN 

harus bersaing di negaranya sendiri untuk dapat mengelola Migas. Menurut 

Mahkamah Pasal 9 UU Migas a quo dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 

kepada perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, Koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta untuk berpartispasi dalam 

kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Mahkamah dalam putusan Nomor 002/PUU-

I/2003, tanggal 21 Desember 2004 telah mempertimbangkan, antara lain, “.... harus 

mendahulukan (voorrecht) Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, Mahkamah 

menyarankan agar jaminan hak mendahulukan dimaksud diatur dalam 

Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya”. Lagi pula dengan dinyatakan 

bahwa semua ketentuan mengenai BP Migas dalam Undang-Undang a quo 

bertentangan dengan konstitusi sebagaimana dipertimbangan dalam paragraf 

[3.13.1] sampai dengan paragraf [3.13.5], maka posisi BUMN menjadi sangat 

strategis karena akan mendapatkan hak pengelolaan dari Pemerintah dalam bentuk 

izin pengelolaan atau bentuk lainnya dalam usaha hulu Migas. Dengan demikian, 

anggapan para Pemohon bahwa BUMN harus bersaing di negaranya sendiri 

merupakan dalil yang tidak tepat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;  

 

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 10 dan Pasal 13 UU 

Migas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya 

bahwa norma dalam pasal-pasal tersebut mengurangi kedaulatan negara atas 
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penguasaan sumber daya alam (Migas) karena pemecahan organisasi secara 

vertikal dan horizontal (unbundling) akan menciptakan manajemen baru yang akan 

menentukan cost dan profit masing-masing. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, 

Mahkamah dalam putusan Nomor 002/PUU-I/2003, tanggal 21 Desember 2004 

telah mempertimbangan mengenai pemisahan (unbundling) kegiatan usaha, yaitu 

“... ketentuan pasal dimaksud harus ditafsirkan tidak berlaku terhadap badan 

usaha yang telah dimiliki oleh negara yang justru harus diberdayakan agar 

penguasaan negara menjadi semakin kuat. Pasal 61 yang termasuk dalam 

Ketentuan Peralihan harus ditafsirkan bahwa peralihan dimaksud terbatas 

pada status Pertamina untuk menjadi persero dan tidak menghapuskan 

keberadaannya sebagai Badan Usaha yang masih tetap melakukan kegiatan 

usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, meskipun untuk usaha hilir dan hulu 

tersebut harus dilakukan oleh dua Badan Usaha “Pertamina Hulu” dan 

“Pertamina Hilir” yang keduanya tetap dikuasai oleh negara”. Meskipun Pasal 

13 UU Migas tidak termasuk dalam putusan Mahkamah tersebut, namun oleh 

karena substansinya sama dengan Pasal 10 UU Migas yaitu mengenai unbundling 

secara horizontal maka pertimbangan Mahkamah tersebut mutatis mutandis 

berlaku untuk pengujian Pasal 13 UU Migas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, 

pemisahan dalam kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dalam kegiatan 

minyak dan gas bumi sudah tepat. Adapun alasan kemungkinan hal itu akan 

menciptakan manajemen baru yang akan menentukan cost dan profit masing-

masing, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak terkait dengan permasalahan 

konstitusionalitas. Dengan demikian, dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan 

menurut hukum;  

 

[3.19] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 11 ayat (2) UU Migas 

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 20A dan Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa KKS tergolong dalam 

perjanjian internasional, sehingga pemberitahuan KKS secara tertulis kepada DPR 

telah mengingkari kedaulatan rakyat dan mengingkari keikutsertaan rakyat sebagai 

pemilik kolektif sumber daya alam. Menurut Mahkamah, KKS dalam kegiatan usaha 

minyak dan gas bumi merupakan kontrak yang bersifat keperdataan dan tunduk 

pada hukum keperdataan. Hal ini jelas berbeda dengan perjanjian internasional 

yang dimaksud Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang merupakan penjabaran dari 

Pasal 11 ayat (3) UUD 1945, telah memberikan definisi tentang perjanjian 

internasional, yaitu “Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam 

hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan 

kewajiban di bidang hukum publik.” Kemudian dalam Pasal 1 huruf a dan Pasal 4 

ayat (1) UU 24/2000, menyebutkan elemen-elemen dari perjanjian internasional 

yaitu:  

a) dalam bentuk dan nama tertentu;  

b) diatur dalam hukum internasional;  
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c) dibuat secara tertulis;  

d) dibuat oleh negara, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional 

lainnya;  

e) menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Di samping itu, Article 

1 Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional menyatakan, “The 

present Convention applies to treaties between states”. Kemudian dalam Article 2 

(a) treaty diartikan “treaty” means an international agreement concluded between 

states in written form and governed by international law, whether embodied in a 

single instrument or in two or more related instruments and whatever its 

particular designation. Selain itu, dalam Article 1 Konvensi Wina Tahun 1986 

dinyatakan “The present Convention applies to: (a) treaties between one or more 

States and one or more international organizations, and (b) treaties between 

international organizations.”  

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, KKS Migas tidak 

memenuhi kriteria untuk dapat disebut sebagai perjanjian internasional 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, sehingga tidak 

memerlukan persetujuan DPR.  

Bahwa selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 20/PUU-V/2007, tanggal 17 

Desember 2007, yang antara lain mempertimbangkan, “...karena dengan 

dinyatakannya Pasal 11 Ayat (2) UU Migas tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, justru tidak akan ada lagi ketentuan yang mengharuskan adanya 

pemberitahuan secara tertulis kepada DPR. Hal ini berarti akan lebih merugikan 

DPR sebagai lembaga ...”;  

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 

fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Mengingat posisi minyak 

dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang 

dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional 

sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat (vide konsiderans huruf b UU Migas) maka 

pemberitahuan kontrak-kontrak tertulis kepada DPR adalah dalam rangka fungsi 

pengawasan DPR sebagai mekanisme yang melibatkan peran serta rakyat melalui 

wakil-wakilnya di DPR apabila terdapat kontrak yang merugikan bangsa dan negara 

Indonesia. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tidak 

beralasan menurut hukum;  

 

[3.20] Menimbang bahwa oleh karena putusan ini menyangkut status hukum BP 

Migas yang oleh Undang-Undang a quo diposisikan sangat penting dan strategis, 

maka Mahkamah perlu menentukan akibat hukum yang timbul setelah putusan ini 

diucapkan dengan pertimbangan bahwa putusan yang diambil oleh Mahkamah 

jangan sampai menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan 

kekacauan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;  
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Apabila keberadaan BP Migas secara serta merta dinyatakan bertentangan dengan 

UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai 

kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi 

yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar 

hukum. Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan 

ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, 

Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya kepastian hukum organ negara 

yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang 

baru;  

 

[3.21] Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah 

memandang perlu untuk menegaskan akibat hukum dari putusan ini. Bahwa 

berdasar Pasal 47 UU MK yang menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum” maka putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan 

hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan 

berlaku secara prospektif. Dengan demikian segala KKS yang telah ditandatangani 

antara BP Migas dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, harus tetap berlaku 

sampai masa berlakunya berakhir atau pada masa yang lain sesuai dengan 

kesepakatan;  

 

[3.22] Menimbang bahwa untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya 

lagi BP Migas maka Mahkamah perlu menegaskan organ negara yang akan 

melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru. 

Menurut Mahkamah, fungsi dan tugas tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah 

selaku pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang memiliki 

kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. Segala hak serta 

kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan ini, dilaksanakan oleh 

Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah; 

 

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di 

atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum 

untuk sebagian; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


